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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik sanda tanah kebun 

kelapa di Kecamatan Teluk Sampit yang sebenarnya pihak yang menyandakan 

bukan pemiliknya sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. 

Penelitian ini difokuskan pada: 1) Mekanisme transaksi sanda tanah di Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; 2) Tanggung jawab pembayaran 

utang dalam penyelesaian sanda tanah oleh penggarap tanah; 3). Tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap pemanfaatan sanda tanah kebun kelapa. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan sosio-

legal. Data penelitian dihimpun dengan kegiatan, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah  1 orang pemilik kebun kelapa, 1 orang 

penggarap (pemberi jaminan), 1 orang penerima jaminan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa, 1). Mekanisme transaksi sanda kebun kelapa di Kecamatan 

Teluk Sampit dilakukan secara lisan tidak ada penyerahan dokumen asli 

kepemilikan dari pihak rahin/pemilik kebun, adanya pemanfaatan barang sanda, 

dan tidak adanya batas waktu yang menyebabkan utang piutang terjadi dalam 

waktu lama: 2). Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda 

tanah oleh penggarap tanah yaitu penggarap mengalihkan tanggung jawab kepada 

pemilik tanah karena keadaan ekonomi yang susah serta kurang bertanggung 

jawabnya pihak penerima sanda terhadap perawatan barang sanda; 3). Tinjauan 

hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan sanda tanah kebun kelapa dari 

pelaksanaannya adanya pengambilan manfaat barang sanda oleh murtahin, dari 

rukunnya syarat mengenai shighat tidak terpenuhi karena dalam perjanjian sanda 

biasanya disyaratkan penerima sanda menikmati seluruh hasilnya, dari objeknya 

murtahin memanfaatkan barang sanda, yang mana barang tersebut membutuhkan 

biaya perawatan tidak boleh diambil kecuali sesuai dengan biaya perawatan 

kebun. 

 

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyelesaian Utang, Sanda Tanah 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the practice of sanda in coconut plantations 

in Teluk Sampit District, which is the party who makes a claim, not the owner so 

it is not following Islamic law and positive law. This research is focused on: 1). 

The mechanism of land sand transactions in Teluk Sampit District, East 

Kotawaringin Timur; 2). Responsibility for paying debts in the settlement of land 

and by land cultivators; 3). A review of sharia economic law on the use of sand 

and coconut plantations. The research method used is sociological juridical with a 

socio-legal approach. Research data was collected through activities, 

observations, interviews, and documentation. The subjects of this study were 1 

coconut plantation owner, 1 cultivator (guarantee), and 1 guarantee recipient. The 

results showed that 1). The mechanism for the coconut plantation sanda 

transaction in Teluk Sampit District is carried out verbally, there is no submission 

of original documents of ownership from the rahin/plantation owner, there is the 

use of sanda goods, and there is no time limit that causes debts to occur for a long 

time: 2). The responsibility of paying debts in the settlement of sanda land by 

land cultivators, namely the cultivator transfers responsibility to the owner of the 

ground due to difficult economic conditions and the lack of responsibility of the 

recipient of sanda for the care of sanda goods; 3). A review of sharia economic 

law on the use of sanda in coconut plantations from its implementation of taking 

the benefits of sanda goods by murtahin, from the pillars the conditions regarding 

shighat are not fulfilled because in the sanda agreement it is usually required that 

the recipient of sanda must cultivate the garden and enjoy all the results, from the 

object it is murtahin to use sanda goods, which items require maintenance costs 

should not be taken except by the cost of garden maintenance. 

 

Keywords: Responsibility, Debt Settlement, Land Sanda 
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PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

 

 

 

MOTO 

 

ذِِٖ  ْٙ ٰٝ تؼَِ فَ ْٚ ْٓ أَ َِ  ٰٝ ٰٝ ٱَٚ  ۦتٍََ َّْ  ذَّمَ َ ٱفَاِ َٓ ٱ٠ذُِةُّ  للَّّ رَّم١ِ ُّ ٌْ  

 
“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.  

67 ) اي ػّشاْ  : ) 

 

ٝ فَاوْرثُُُٖٛ  ًّّ غَ ُِ  ًٍ ٰٝ أجََ ٍٓ ئٌَِ ُْ تذ٠َِْ رُ ْٕ ُٕٛا ئرِاَ ذذَا٠ََ َِ َٓ آ ا اٌَّز٠ِ َٙ ...٠َا أ٠َُّ  ۚ  

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. 

 ( اٌثمشج :282) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman 

transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada 

Surat Keputusan Bersama tersebut. 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ط A ا
ṭ  

(titik di bawah) 

 ظ B ب
ẓ 

(titik di bawah) 

 „ ع T ت

(koma terbalik) 

 ث
ṡ  

(titik di atas) غ g 

 f ف J ج

 ح
ḥ 

(titik di bawah) 
 q ق

 k ك Kh خ

 l ل D د

 ذ
Ż 

(titik di atas)  
 m م

 n ن R ر

 w و Z ز

 h ه S س

 ‟ ء Sy ش

 ص
ṣ  

(titik di bawah) 
 y ي 

 ض
ḍ  

(titik di bawah) 
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1. Penelitian tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf 

ditulis dengan lambang sebagai berikut:  

a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi  ā  Ā 

b. i> I< (ٞ)  setelah ditransliterasi menjadi  ī Ī 

c. u>  U< (ٚ) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū 

2. Penelitian yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis 

sebagai berikut: 

a. s\ (ث)  setelah ditransliterasi menjadi  ṡ 

b. z\  (ذ) setelah ditransliterasi menjadi  ż 

3. Penelitian yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis 

sebagai berikut: 

a. h} (ح)  setelah ditransliterasi menjadi  ḥ 

b. s} (ص)  setelah ditransliterasi menjadi  ṣ 

c. d} (ض)  setelah ditransliterasi menjadi  ḍ 

d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ 

e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ẓ 

4. Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti ( ّفلا ذمٍّّٙا أف) 

falātaqullahuma ’uffin, (ِٓرؼمذ٠ّ) muta‘aqqidīn dan (ّػذج) ‘iddah.   

5. Huruf ta marbūtah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شش٠ؼح) syarī’ah 

dan (طائفح) tā’ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf 

ta marbūṭah diberikan harakat baik ḍammah, fatḥah atau kasrah sesuai 

keadaan aslinya. Contoh (صواج اٌفطش) zakātul fiṭri (وشاِح الأ١ٌٚاء) karāmatul 

auliyā’. ( )دٛاٌح  hiwalah.  



 

xiv 

 

6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, 

seperti (اٌمّش) al-Qamar atau (اٌغّاء) as-Samā’. Namun jika sebelumnya ada 

rangkaian dengan lafal lain maka penelitian alif lam qamariyah adalah ( ٞٚر

 żawī al-furūḍ Begitu juga untuk penelitian alif lam syamsiyah adalah (اٌفشٚض

ُٓ  :maqāsid asy-syarī ‘ah.  Contoh (ِماصذ اٌشش٠ؼح) ْ٘ ثٛخاٌث ,al-Rahn اٌشَّ  ats-subut, 

اٌذّٚا  َ   ad-dawam,  ٌِِّْثش ٜ ,birri ا َٛ ْٔرمَِايَ  ,attaqwa اٌرَّمْ  اٌرذ٠ًٛ ,al-intiqal الْإ

al-tahwil.  

7. Huruf waw (ٚ) sukūn yang sebelumnya ada huruf berharakat fathah ditulis au 

seperti (لٛي) qaul. Begitu juga untuk huruf ya (ٞ) sukūn, maka ditulis ai 

seperti (ُت١ٕى) bainakum. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan masyarakat terus berkembang sesuai kemajuan zaman, 

dengan hal ini manusia perlu dan diizinkan untuk mengembangkan ketentuan 

dan petunjuk sesuai dengan apa yang diperlukannya dalam rangka 

menjalankan kehidupan di dunia, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan 

hukum Islam. Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan  atau 

kemaslahatan bagi setiap individu dan masyarakat, disertai dengan nilai-nilai 

keadilan, kejujuran, dan kebenaran.
1
 

Syariat Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong 

dalam segala hal, yang dapat dilakukan dengan cara pemberian pinjaman. 

Pinjam meminjam telah menjadi bagian keseharian masyarakat yang 

melibatkan barang, uang, tanah, maupun benda lainnya. Salah satu bentuk 

pinjaman dalam hukum Islam adalah gadai.
2
  

Gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan 

dalam Islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara 

meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk 

sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan 

menurut pakar fiqh kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan oleh 

                                                     
1
 Jefry Tarantang, et al., Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia 

(Yogyakarta: K-Media, 2018), 3.  
2
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Rasulullah saw yang ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli 

gandum kepada orang yahudi di Madinah. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi 

sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang 

lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima 

jaminannya.
3
 

Menurut Dewan Syariah Nasional rahn adalah menahan barang 

sebagai jaminan atas utang.
4
 Menurut Pasal 1150 KUHPer, Gadai adalah 

suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang 

diserahkan kepadanya debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 

utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil 

pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur 

lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas 

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan 

barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan 

yang harus didahulukan.
5
 Gadai didalam fiqh disebut rahn yang menurut 

bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. 

Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang 

diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai 

tembusan.
6
 

Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun 
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bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, 

dalam hal ini Pegadaian Syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai 

semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik 

rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali 

dengan seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan 

perawatan marhun adalah kewajiban rahin, yang tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka 

murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasi marhun bih, jika 

tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa melalui lelang 

sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya 

pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
7
  

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh 

Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah 

ayat 283 yang berbunyi: 

ُْ ذجَِذُٚاْ وَاذثِاً  ٰٝ عَفَش ٌٍَٚ ُْ ػٍََ ُ ر ْٕ ْْ وُ ئِ مْثُ ٰ٘ فشَِ َٚ َِّ ْْ ۚ   ضَحٌ ٌٛٓ  ُْ  فَاِ َٓ تؼَْضُىُ ِِ أَ

١ٍْإَُدِّ اٌَّزِٜ  َٓ أَ اتؼَْضًا فَ ِّ ُ اؤْذ ١َرَّكِ َِ ٌْ َٚ ٛاللَ َٔرَُٗۥ  ُّ تََ ذىَْرُ َٚ    ُ ٓ ۚ   دجََ اَٙ ٌشَّ اا  سَتَّٗ َِ َٚ
ا  َٙ ّْ ُ َٚ ٠ىَْر ٍْثُُٗۥ    ٌُ لَ ُٓۥ ءَاثِ ٌُ اللُ فَأَِّٗ ١ٍِ َْ ػَ ٍُٛ َّ ا ذؼَْ َّ   تِ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
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Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

 

Tanah merupakan kebutuhan insan untuk hidup. Kepemilikan tanah 

menunjukan kekayaan dan kesejahteraan seseorang dalam tarap hidupnya. 

Semakin luas seseorang memiliki tanah maka semakin dipandang kaya oleh 

orang lain. Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan 

merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. 

Karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan  

penghidupan dari tanah.
8
  

Dalam praktiknya, gadai sering dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari terutama dalam keadaan mendesak. Karena tingginya 

tingkat persaingan hidup dan kebutuhan pokok, manusia menggunakan segala 

cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah dengan 

berutang dan menjaminkan barang milik mereka. Namun, apa jadinya bila 

yang digadaikan merupakan barang milik orang lain atau bukan hak milik 

sepenuhnya, seperti yang terjadi di Teluk Sampit  

 ْٓ أَحَ ػَ َٛ غَذَّدٌ دَذَّثََٕا أتَُٛ ػَ ُِ ُِ  دَذَّثََٕا  ْٓ دَى١ِ َ٘هَ ػَ ا َِ  ِٓ ْٓ ٠ُٛعُفَ تْ أتَِٝ تشِْشٍ ػَ

ْٕذِٜ  ث١َْغَ ١ٌَْظَ ػِ ٌْ ِّٕٝ ا ِِ ًُ ف١َش٠ُِذُ  جُ ِ ٠َأذ١ِِْٕٝ اٌشَّ ٍَ لَايَ ٠َا سَعُٛيَ اللََّّ ِٓ دِضَا تْ

َٓ اٌغُّٛقِ فمََايَ  ِِ ْٕذنََ تََ ذثَغِْ » أفََأتَْراَػُُٗ ٌَُٗ  ا ١ٌَْظَ ػِ  سٚاٖ أتٛ داٚد(. (َِ

Menghadiskan kepada kami oleh Musaddad, menghadiskan kepada 

Musaddad oleh Abu Awanah daripada Abi Basyr daripada Yusuf bin Mahak 

daripada Hakim bin Hazam berkata hakim ya Rasulullah datang kepadaku 

seorang laki-laki dia ingin kepadaku menjual yang tidak ada di sisiku, apakah 

aku membeli untuknya di pasar? Maka bersabda Rasulullah: jangan kau jual 

sesuatu yang tidak ada di sisimu. HR. Abu Daud. 
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Praktik seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat di Teluk Sampit 

ketika mereka memerlukan uang untuk modal usaha. Namun mereka sering 

menyebutnya dengan sebutan sanda.
9
 Mereka biasanya berutang dengan 

menyandakan sebuah tanah berupa kebun kelapa sebagai jaminan utang 

kepada murtahin, namun tanah tersebut bukan miliknya dan menyandakannya 

kepada orang atau pengusaha untuk mendapatkan sebuah pinjaman. Transaksi 

tersebut juga dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih, 

semuanya dilakukan atas dasar kekeluargaan atau kepercayaan. Dalam 

menyanda juga biasanya hanya dilakukan dengan menyerahkan barang 

jaminan secara lisan tanpa ada surat-menyurat kebun kelapa tersebut. 

Kemudian uang dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha. 

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

١ٌْىَْرةُْ تَّ ٠َ  َٚ ٝ فَاوْرثُُُٖٛ  ًّّ غَ ُِ  ًٍ ٍٓ ئٌَِٝ أجََ ُْ تِذ٠َْ ُ ر ْٕ ُٕٛا ئِراَ ذذَا٠ََ َِ َٓ آَ ا اٌَّز٠ِ َٙ ُْ ا أ٠َُّ  ١ْٕىَُ

ٌْؼَذْيِ   وَاذِةٌ  ًِ اٌَّزِٞ  تاِ ٍِ ّْ ُ١ٌْ َٚ ١ٍْىَْرةُْ  ُٗ اللُ فَ َّ ا ػٍََّ َّ ْْ ٠َّىْرةَُ وَ ت٠ََأبَْ وَاذِةٌ اَ َٚ
١َرَّكِ اللَ سَتَّٗ ٌْ َٚ ٌْذَكُّ  ِٗ ا ُْٕٗ  ۚ  ػ١ٍََْ ِِ تََ ٠َثْخَظْ  ٌْذَكُّ  ش١َْـًٔا  َٚ ِٗ ا َْ اٌَّزِٞ ػ١ٍََْ ْْ وَا فاَِ

ْٚ تََ ٠غَْرط١َِْغُ اَ  ْٚ ضَؼ١ِْفاً اَ ا اَ ًٙ ًْ عَف١ِْ ٍِ ّْ ُ١ ٍْ َٛ فَ ُ٘  ًَّ ِّ ُّ١ُّْْٗ ٠ ٌِ ٌْؼَذيِْ   ۚ  َٚ  تاِ

 ْٓ ِِ  ِٓ ١ْذ٠َْ ِٙ ا شَ ْٚ ذُ ِٙ اعْرشَْ َٚ   ُْ ٌِىُ جَا ًٌ  سِّ ِٓ فَشَجُ ٔاَ سَج١ٍَُْ ْٛ ُْ ٠ىَُ ٌَّ ْْ ِٓ فَاِ شَاذَٰ ِْ ا َّٚ ْٓ َّّ ِِ
 َٓ ِِ  َْ ْٛ اءِ ذشَْضَ ذََۤ َٙ ا  اِراَ اٌشُّ ْٛ ا دػُُ ا ؤَتََ   َِ ْٓٛ ُّ ُٖ ذغَْـَٔ ْٛ ْْ ذىَْرثُُ ْٚ وَث١ِْشًا اَ  صَغ١ِْشًا اَ

ٍِٗ ٝ اجََ
ٓ ٌٰ ُْ   ۚ  ۚ  اِ ٌِىُ ادجَِ رٰ َٙ ٌٍِشَّ  َُ َٛ الَْ َٚ ْٕذَ اللِ  ْٛ الَْغَظُ ػِ ٝٓ اتَََّ ذشَْذاَتُ ٰٔ ادَْ َٚ  ْْ اتََِّ اَ

ُْ جَُٕاحٌ اتَََّ  ُْ ف١ٍََْظَ ػ١ٍََْىُ َ ت١َْٕىَُ َٔٙا ْٚ َْ ذجَِاسَجً داضَِشَجً ذذ٠ُِْشُ ْٛ َ٘ا  ذىَُ ْٛ ُ  ذىَْرثُ

ا  ْٓٚ ذُ ِٙ اشَْ ُْ   اِراََٚ ُ تََ  ذثَا٠َؼَْر سَّ َٚ ١ْذٌ  ٠ضَُاَۤ ِٙ تََ شَ َّٚ ا  وَاذِةٌ  ْٛ ْْ ذفَْؼٍَُ اِ قٌ  ۚ  فَأََِّٗٚ ْٛ فغُُ

  ُْ َ  تىُِ اذَّمُٛا اللَّه َٚ     ُ ُُ اللَّه ىُ ُّ ٠ؼٍَُِّ َٚ  ٌُ ١ْ ٍِ ءٍ ػَ ْٟ ًِّ شَ اللُ تىُِ َٚ 
 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
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Janganlah peneliti menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. 

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 

(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka 

yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil 

di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 

kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan 

janganlah peneliti dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada 

masyarakat di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Praktik sanda di Teluk Sampit sebagian masyarakat sering menyandakan 

barangnya kepada orang yang sudah dikenal yaitu bos (pengusaha) kebun  

kelapa. Sanda yang telah dilakukan oleh masyarakat di Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan sanda disebabkan oleh pinjaman 

(utang) atau pinjaman yang disertai sanda. 

Dalam beberapa praktik sanda kebun kelapa di Kecamatan Teluk 

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, salah satunya yaitu pihak A (rahin) 

melakukan penyandaan kepada pihak B (murtahin) dengan jaminan lahan 

atau kebun kelapa seluas 14 x 600 m dengan pinjaman uang sebesar 

Rp20.000.000 dengan kesepakatan pihak A dengan pihak B untuk digunakan  
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sebagai modal usaha. Namun tanah yang disandakan ini adalah milik orang 

lain dalam artian bukan milik sepenuhnya dari pihak A. Melainkan dia hanya 

dipercaya untuk mengurus lahan sampai kelapa tersebut panen. Akan tetapi, 

tanah yang disandakan ini bukan tanah yang dia rawat.  

Tanah yang disandakan adalah tanah yang tidak dirawat berlokasi di 

Desa Parebok dan karena tanah kebun kelapa yang saat ini pihak A rawat 

sertifikat tanahnya jadi satu dengan tanah keluarga sehingga tidak bisa 

dijadikan jaminan. Kemudian setelah tanah tersebut sudah lama disandakan 

pemilik asli dari tanah tersebut lalu menebus tanah itu karena si rahin sudah 

lepas tangan dan pihak B (murtahin) meminta untuk tanah yang disandakan 

kepadanya cepat ditebus. Sehingga pemilik tanah yang asli menebus tanah 

tersebut namun karena tidak memiliki uang sebesar Rp20.000.000, maka 

pemilik tanah menawarkan tanah tersebut kepada murtahin. Akan tetapi, 

murtahin tidak mau membeli karena tidak memerlukan tanah tersebut lalu si 

pemilik tanah ini pun akhirnya menjual tanah yang masih disandakan dengan 

salah satu keluarganya sebesar Rp50.000.000. Sehingga pemilik tanah 

terpaksa harus menjual tanahnya dengan harga yang seharusnya lebih dari itu 

karena dalam keadaan mendesak jadi harus kehilangan tanah dengan harga 

jual yang rendah.
10

 Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang 

menyatakan: 

َ٘ َٕ ثَ ذَ دَ  حَ ثَ ١ْ رَ ا لُ َٕثَ ذَ دَ  َ٘ َِ  ُٓ تْ  فْ عُ ْٛ ٠ُ  ْٓ ػَ  شِ شْ ٟ تَ تِ أَ  ْٓ ػَ  ٌُ ١ْ شِ ا   ُٓ تْ  ُُ ١ْ ىِ دَ  ْٓ ػَ  هْ ا

ََ ضَ دَ   ًُ جُ ٟ اٌشَّ ِٕ ١ْ ذِ أْ ٠َ  دُ ٍْ مُ فَ  َُ ٍَ عَ  َٚ  ِٗ ١ْ ٍَ ػَ  ٝ اللُ ٍَ صَ  اللِ  يَ ْٛ عُ سَ  دُ ١ْ ذَ : أَ  ايَ لَ  ا

 غُ ثِ  ذَ تََ  ايَ ؟ لَ  ُٗ ؼُ ١ْ تِ أَ  َُّ ثُ  قِ ْٛ اٌغُّ  َٓ ِِ  ُٗ ٌَ  اعُ رَ تْ ٞ أَ ذِ ْٕ ػِ  ظَ ١ْ ا ٌَ َِ  غِ ١ْ ثَ اٌْ  َٓ ِِ  ْٟ ِٕ ٌُ أْ غَ ٠َ 
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 شَ َّ ػُ  ُٓ تْ  اللِ  ذِ ثْ ػَ  ْٓ ػَ  ابِ ثَ ٟ اٌْ فِ َٚ  ايَ لَ )سٚاٖ  اٌرش١ِزٞ(   نَ ذَ ْٕ ػِ  ظَ ١ْ ا ٌَ َِ 

 .خٌ ١ْ ذِ ٟ : صَ أِ ثَ ٌْ الْأَ  خَ ١ْ اٌشَّ  ايَ لَ .
Menghadiskan kepada kami Qutaibah menghadiskan kepada 

Qutaibah Hasyim dari Abi Basyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin 

Hazam berkata Hakim aku pernah datang kepada Rasulullah maka aku 

berkata datang kepadaku seseorang yang meminta kepadaku menjual sesuatu 

yang tidak ada di sisiku. apakah aku beli di pasar untuknya? Kemudian aku 

jual kepada? maka Rasulullah bersabda jangan kau jual sesuatu yang tidak 

ada di sisimu. (HR. Imam Turmudzi  dan berkata pada bab dari Abdullah bin 

Umar berkata Syekh al Bani hadisnya Shohih). 

 

Ketentuan larangan berbuat mudarat diterangkan dalam sebuah 

sabda Rasulullah  saw:  

ِ صٍٝ الل ػ١ٍٗ  ا لَايَ: لَايَ سَعُٛيُ اَللََّّ َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اَللََّّ ِٓ ػَثَّاطٍ سَضِ ْٓ اتِْ ػَ َٚ
تََ ضِشَاسَ تََ ضَشَسَ ٚعٍُ  َٚ()ْٗ اجَ َِ  ُٓ اتْ َٚ ذُ,  َّ اُٖ أدَْ َٚ  سَ

Artinya: Dan dari Ibnu Abbas ra. Tidak boleh memudaratkan dan 

tidak boleh dimudaratkan. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa‟id al-Khudri, 

Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah meneliti lebih 

mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dan diangkat dalam sebuah 

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab 

Pembayaran Hutang dalam Penyelesaian Sanda Tanah Kebun Kelapa  

Di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat peneliti 

rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. 

Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana mekanisme transaksi sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? 

2. Bagaimana Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda 

tanah oleh penggarap tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur? 

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan sanda 

tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 

Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi sanda tanah kebun kelapa di 

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian 

sanda tanah oleh penggarap tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan 

sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, 

sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme 

sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan dapat dijadikan tuntunan untuk penelitian yang 

serupa pada masa yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini dilakukan karena ada masalah yang ingin 

diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang 

berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Penelitian ini 

dapat menjadi landasan dalam pembelajaran khususnya bagi para penggarap 

tanah, dan untuk masyarakat agar mengetahui pelaksanaan tanggung jawab 

pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa. 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, 

dimana    semua bab saling berkaitan satu sama lain. Secara rinci yaitu sebagai 

berikut: 

  Bab I   :  Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

  Bab II  :  Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang penelitian- 

penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik yang 

meliputi Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian 

sanda tanah kebun kelapa. 
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 Bab III :  Metode Penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, 

jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.  

Bab IV :  Bab ini berisi hasil dan analisis data tentang tanggung jawab 

pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa  

di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Mekanisme transaksi sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk 

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggung jawab 

pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah oleh penggarap 

tanah di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur 

dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan sanda 

tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

Bab V :  Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu untuk melihat penelitian-

penelitian terdahulu yang nantinya hal ini dimaksudkan untuk melihat 

relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian 

sekaligus untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian tersebut, beberapa 

relevansi dengan judul di atas adalah sebagai berikut: 

1. Supriadi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dengan judul  

"Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam". 

Rumusan yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu Bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta 

pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng 

Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan? 

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah hasilnya menjelaskan 

bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai 

tanah Sawah pada masyarakat Bugis di Kecamatan Watang 

Sidenreng secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma 

syariah karena masih terdapat unsur eksploitasi (ketidakadilan) 

yakni pada pengambilan manfaat atas tanah Sawah yang dijadikan 

jaminan sampai utang.
11

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam 

skripsi ini fokus penelitian mengenai gadai tanah pada masyarakat bugis 

dalam perspektif hukum Islam dan objek penelitian ini yaitu mengenai 
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gadai tanah Sawah dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan fokus 

penelitian peneliti membahas Tanggung jawab pembayaran hutang dalam 

penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Panggih Rangga Rahayu, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 

tahun 2021, dengan judul “Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan 

Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut yaitu 

a. Bagaimana akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun 

Sawit di Kecamatan Parenggean? b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean? 

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah menjelaskan bahwa 

akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai di Kecamatan 

Parenggean yaitu akad qard yang disertai dengan akad rahn. 

Kemudian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

pemanfaatan objek gadai di Kecamatan Parenggean tidak 

bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum ekonomi 

syariah karena dalam pelaksanaannya termasuk dalam praktik 

bai’ al-wafa’.
12

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam 

skripsi ini fokus penelitian mengenai praktik gadai kebun Sawit di 

Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur perspektif hukum 

ekonomi syariah dan objek penelitian ini yaitu mengenai praktik gadai 

kebun Sawit perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan fokus 
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penelitian peneliti membahas Tanggung jawab pembayaran hutang dalam 

penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

3. Zulkipli Rahmat, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2018, 

dengan judul: “Pelaksaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren 

Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan 

Ekonomi Islam”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian 

tersebut a. Bagaimana pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat 

Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau? b. Bagaimana 

akad perjanjian gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan 

Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau? c. Bagaimana pandangan ekonomi 

Islam terhadap pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren 

Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau? 

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Hasil penelitian dari skripsi tersebut menjelaskan beberapa 

temuan bahwa gadai yang ada di Jabiren yang dominan dijadikan 

sebagai jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut 

dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh si penerima gadai selama 

utang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak 

dibatasi, dengan implementasi yang sedemikian yang dibuat oleh 

para penerima gadai masyarakat masih tetap melakukan 

penggadaian walaupun mereka merasa dirugikan. Akad yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah 

ditentukan dalam akad rahn, akan tetapi pada saat pelaksanaan 

penggadai (rahin) merasa dirugikan karena semua hasil kebun 

karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin). 

Pandangan Ekonomi Islam terhadap pengambilan hasil atau 

manfaat barang jaminan kebun karet oleh si penerima gadai 

(murtahin) sebagian ulama membolehkan. Namun, harus ada izin 

dari (rahin), disyaratkan ketika akad. Dan menurut jumhur fuqaha 

berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari 

barang gadai dan dari hasil penelitian peneliti dilapangan jaminan 



 

    

 

kebun karet tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai hasilnya 

diambil sepenuhnya. Dengan demikian, merugikan sepihak dalam 

hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.
13

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam 

skripsi ini fokus penelitian mengenai Pelaksanaan gadai kebun karet pada 

masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau 

menurut pandangan ekonomi Islam dan objek penelitian ini yaitu kebun 

karet yang digadaikan dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

penggadai dan pihak yang menerima gadai. Sedangkan fokus peneliti 

membahas Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda 

tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 

Timur. 

B. Kerangka Teoretik 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori  tanggung 

jawab, teori perlindungan hukum,  dan teori akad. Teori tanggung jawab, teori 

ini digunakan untuk mengkaji masalah tanggung jawab pembayaran hutang 

dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu 

akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang 

berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
14

 

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal 

yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang 
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lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk 

membertanggung jawabkannya.
15

  

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, 

yaitu:
16

 

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan 

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui 

bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena 

kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan  

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 

bercampur baur (interminglend). 

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Teori perlindungan hukum, teori ini digunakan untuk mengkaji 

masalah tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah 

kebun kelapa di Teluk Sampit kabupaten Kotawaringin Timur. Teori 

perlindungan hukum adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi 

berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui 
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hukum tersebut. Di dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama, yang 

pertama mensyaratkan adanya hukum yang memuat substansi tentang apa yang 

dilindungi dan kedua mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan 

penegakan atas hukum, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran 

atas hukum maka akan diambil suatu tindakan yang sesuai dengan hukum 

tersebut.
17

 

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum.
18

 Bentuk perlindungan hukum dapat berupa ketentuan-ketentuan 

tertulis dalam perlindungan perundang-undangan yang memuat substansi hak-

hak dan kepentingan konsumen sehingga ada jaminan dan kepastian.
19

 Teori 

perlindungan hukum ini digunakan untuk mengkaji tentang pandangan dan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik tanah dalam tanggung 

jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa agar 

dapat dijamin hak-haknya dan mendapatkan kepastian hukum. 

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai 

dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama 

dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 
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tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi.
20

 

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang 

berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan 

memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Jika hak 

dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah 

satu pihak yang ada dalam perikatan. Oleh karena itu, untuk melindungi dan 

mengurangi masalah maka sangat diperlukan perlindungan hukum.
21

 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan 

oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan  hukum merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.
22

 

Teori akad, teori ini digunakan untuk mengkaji masalah tanggung 

jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di 

kecamatan Teluk Sampit kabupaten Kotawaringin Timur. Teori akad menurut 

Djuwaini makna akad secara syar’i yaitu hubungan antara ijab dan qabul 

dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara 

langsung. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, 

maka syara‟ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat 
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hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua 

belah pihak membuat akad. 

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad merupakan perikatan antara ijab 

dengan kabul secara yang dibenarkan syara’ serta menetapkan keridhaan kedua 

belah pihak.
23

  Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut.
24

 Sedangkan 

menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 

hukum pada objeknya.
25

 Agar terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat, 

maka harus terpenuhinya rukun dan syarat akad. Menurut ahli-ahli Islam 

kontemporer, rukun akad dibagi menjadi empat, yaitu para pihak, pernyataan 

kehendak, objek akad, dan tujuan akad.
26

 Syarat terbentuknya akad, yaitu 

tamyiz, at-ta’adud (lebih dari satu pihak), kesepakatan, objek akad dapat 

diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat 

ditransaksikan, dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟.
27

 

Ijab dalam akad adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu 

pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan dari pihak lain yang selanjutnya 

disebut kesepakatan. Untuk menuju kesepakatan terdapat dua unsur yaitu 
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dengan adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah suatu 

pernyataan kehendak yang pertama muncul dari salah satu pihak untuk 

melahirkan suatu tindakan hukum. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan 

dengan menawarkan penciptaan tindakan hukum yang diinginkan yang 

selanjutnya penawaran itu diterima oleh pihak lain lalu terjadilah akad. 

Penawaran (ijab) disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas, 

serta para pihak juga disyaratkan mendengar atau mengetahui pernyataan 

kehendak pihak lain, jika tidak maka tidak tercipta. Sedangkan penerimaan 

adalah pernyataan kehendak yang menyetujui penawaran  yang dengannya 

tercipta suatu akad. Sama dengan penawaran, penerimaan (kabul), disyaratkan 

kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain. Isi 

terkandung dalam penerimaan harus sesuai dengan isi penawaran dimana tidak 

boleh menambah, mengurangi atau mengubah penawaran.
28

 

Pernyataan kehendak atau terjadinya pertemuan ijab dan kabul dengan 

kata lain terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak. Apabila ijab dan 

kabul telah memenuhi persyaratan, maka terwujudlah perizinan (persetujuan). 

Akan tetapi, perizinan tidak cukup hanya terwujud atau ada akan tetapi juga 

wujud atau keberadaannya harus pula sah dan sempurna, yaitu diberikan secara 

bebas dalam arti terhindar dari cacat. Apabila kehendak tersebut cacat sehingga 

perizinan yang diberikannya tidak sempurna, maka perjanjian yang dibuat para 

                                                     
28

 Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 127-132. 



 

    

 

pihak dapat dibatalkan.
29

 Hal tersebut disebut cacat kehendak yang mana 

meliputi paksaan, penipuan, kekhilafan, atau ketidakseimbangan prestasi.
30

 

Tidak terlepas dari tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd), dalam hal ini 

berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.
31

 Berkaitan dengan 

prinsip umum dalam hukum Islam bahwa setiap tindakan hukum haruslah 

sesuai tujuannya dengan syara‟. Dalam kaidah hukum Islam terdapat suatu 

asas yaitu “segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya.”  Jadi, akad 

yang termaksud dalam tindakan hukum harus pula dilihat dari segi tujuannya. 

Bilamana tujuannya sah, maka sah pula akadnya jika memenuhi rukun dan 

syarat yang lain, dan menjadi tidak sah apabila tujuannya tidak sah secara 

syara‟.   

C. Deskripsi Teoretik  

1. Tanggung Jawab 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, bila 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Menurut 

Schiller dan Bryan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk 

menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan 

kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang 

dilakukan.
32

 Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut kamus 
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hukum adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa 

yang telah diwajibkan kepadanya.
33

 

b. Tanggung  Jawab Rahin Atas Marhun bih 

Ketika akad sanda telah disepakati antara rahin dan murtahin, 

dan telah terjadi serah terima marhun, terdapat beberapa konsekuensi 

hukum yang melingkupinya. Ulama sepakat bahwa serah terima (qabdh) 

merupakan syarat utama dalam akad rahn, dan akan dikatakan sah jika 

memenuhi kriteria sebagai berikut. Serah terima dilakukan berdasarkan 

izin dari rahin, jika tidak mendapatkan izin, maka serah terima tidak 

dikatakan sah. Ketika serah terima dilakukan, rahin dan murtahin 

haruslah memiliki ahliyah.
34

 

Korelasi utang dengan marhun (barang jaminan). Ketika suatu 

barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi utang yang dilakukan, 

maka marhun akan senantiasa terkait dengan utang yang ada. Artinya, 

marhun akan tetap ditahan sepanjang utang yang ada belum terbayar. 

Murtahin memiliki hak untuk menahan marhun, hingga rahin melunasi 

utang yang ditanggungnya. Rahin tidak memiliki hak untuk menarik 

marhun kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, 

sehingga telah terlunasi.
35
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Selain itu kewajiban murtahin adalah memelihara barang 

jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang 

haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya 

rahin berkewajiban membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan 

murtahin, sedang haknya adalah menerima barang yang menjadi 

tanggungan utang dalam keadaan utuh.
36

 

Tanggung jawab rahin terhadap marhun bih yaitu rahin 

memiliki tanggung jawab atas utangnya, Ia berkewajiban mengembalikan 

uang yang telah dipinjam ketika batas waktu peminjaman telah habis. 

Dan murtahin juga memiliki hak atas pengembalian pinjaman yang telah 

diberikannya kepada rahin apabila jangka waktu yang ditentukan telah 

habis. Namun, jika rahin tidak mampu membayar maka marhun dijual 

dan utang yang ada dilunasi dengan hasil penjualan marhun tersebut, 

maka akad sanda selesai dan berakhir. Jika penjualan marhun atas dasar 

kesadaran rahin sendiri, apabila penjualan tersebut berlangsung setelah 

jatuhnya tempo pelunasan utang, maka hasil penjualan tersebut 

kelebihannya menjadi haknya rahin dan kekurangannya menjadi 

tanggung jawabnya rahin.
37

 

2. Gadai (Sanda) 

a. Pengertian Gadai (Sanda) 

Secara etimologi, rahn (sanda) adalah ats-tsubut wa ad-dawam 
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(tetap dan kekal), sebagian Ulama Lughat memberi arti al-habsu yang 

artinya (tertahan).
38

 Secara terminologi, rahn adalah menjadikan materi 

(barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar 

utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan 

utangnya.
39

 

Ar-Rahn (sanda) adalah menahan salah satu harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang 

yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak 

yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya.
40

 Sedangkan rahn (sanda) menurut 

syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang 

memungkinkan ditarik kembali. Rahn (sanda) juga bisa diartikan 

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 

syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh 

mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, rahn 

adalah akad berupa menyandakan barang dari satu pihak kepada pihak 

lain, dengan utang sebagai gantinya.
41

 

Gadai (sanda) menurut KUH perdata pasal 1150, adalah suatu 

hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu 

barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang 
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yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang.
42

 Dalam rahn 

(sanda), barang sandaan tidak otomatis menjadi milik pihak yang 

menerima sanda (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti 

piutangnya. Dengan kata lain, fungsi rahn (sanda) di tangan murtahin 

(pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin 

(orang yang berutang). Namun, barang sandaan tetap milik orang yang 

berutang.
43

 Sehingga dapat disimpulkan sanda adalah menjadikan suatu 

barang yang memiliki nilai ekonomis itu berharga sebagai jaminan 

utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki utang 

dengan pihak yang memberi utang. 

b. Dasar Hukum Sanda 

Para ulama fiqh sepakat bahwa menyandakan barang boleh 

hukumnya, dengan landasan firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-

Qur‟an dan juga dari landasan lain yaitu Hadis dan Ijma. 

1) Al-Qur‟an 

Landasan utama diperbolehkannya sanda adalah terdapat 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah (2) ayat 283: 

 ُْ ُ ر ْٕ ْْ وُ ئِ َٚ ٰٝ ُْ ذجَِذُٚاْ وَاذثِاً فشَِ  ػٍََ مْثُٛضَحٌ  ٰ٘ عَفَش ٌٍَٚ َِّ  ٌٓ  ْْ َٓ  فَاِ ِِ أَ

َٓ أَ  ِّ ُ ١ٍْإَُدِّ اٌَّزِٜ اؤْذ ُْ تؼَْضًا فَ ُ  ۥأرََُٗ َِ تؼَْضُىُ ١َرَّكِ اللَ سَتَّٗ ٌْ َٚ   َٚ تََ  

ٛا ا ُّ َ َٙ ٌشَّ ذىَْرُ ا فَاِ  ۚ   ادجَ َٙ ّْ ُ ٓ ٠ىَْر َِ ٍْثُُٗ   ۥُٓٗ َّٔ َٚ ٌُ لَ َْ ۥ   ءَاثِ ٍُٛ َّ ا ذؼَْ َّ اللُ تِ َٚ
 ٌُ ١ٍِ  ػَ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
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hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). (Q.S Al-Baqarah (2): 283)
44

 Akan tetapi, apabila 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia 

bertakwa kepada tuhannya. Dan, janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian, barang siapa yang 

menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
45

 

 

Di dalam Q.S Al-Baqarah: 283 tersebut Allah Swt 

berfirman “jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya adalah sedang 

melakukan perjalanan, lalu kamu berutang sampai waktu tertentu,” 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis” yang dapat 

menuliskan transaksimu. Ibnu Abbas berkata “atau kamu 

memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau 

penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh 

orang yang mengutangkan”. Yang dimaksudkan dengan “penulis” 

yaitu adalah jaminan yang dipegang oleh orang yang mengutangkan. 

Firman Allah Swt “maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang memberi pinjaman), ayat ini dijadikan sebagai 

dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu 

yang dipegang. Di dalam ayat tersebut juga terdapat firman Allah, 

“Namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka 

orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.
46
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Berdasarkan ayat tersebut juga, para ulama telah sepakat bahwa 

barang jaminan (rahn) dibolehkan (Jaiz). Rahn dapat dilakukan baik 

dalam bepergian maupun tidak dalam bepergian.  

Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah Swt Q.S Al-

Ma‟idah (5) ayat 106: 

 ٓ ا٠َٰ َٙ َٓ  أ٠َُّ خُ د١ِْ ْٛ َّ ٌْ ُُ ا ُْ ارِاَ دَضَشَ ادََذوَُ ُ ت١َْٕىُِ ادجَ َٙ ا شَ ْٛ ُٕ َِ َٓ اٰ اٌَّز٠ِْ

 ُْ ُ ُْ ضَشَتْر ُ ْٔر ْْ اَ ُْ اِ ْٓ غ١َْشِوُ ِِ  ِْ ْٚ اٰخَشٰ ُْ اَ ْٕىُ ّ ِِ ا ػَذْيٍ  َٚ ِٓ رَ ٰٕ ص١َِّحِ اثْ َٛ ٌْ ا

 ْٛ خِ  ذذَْثغُِ ْٛ َّ ٌْ ص١ِْثَحُ ا ُِّ  ُْ ٛجِ فِٝ اتََْسْضِ فَاصََاتَرىُْ ٍٰ ْْٓۢ تَؼْذِ اٌصَّ ِِ ا  َّ ُٙ َٔ

 ِٗ ْٞ تِ ُْ تََ ٔشَْرشَِ ُ ِْ اسْذثَْر ِ اِ ِٓ تِاللّه ّٰ ٕاً ۦف١َمُْغِ َّ ْٛ  ثَ ٌَ َّٚ  َْ ٝ   راَ وَا تََ  لشُْتٰ َٚ 

 ُُ ُ ادجََ  ٔىَْر َٙ ِ  شَ َٓ  اِراً أَِّآ  اللَّه ِّ ثِ  ٌَّ َٓ اتَْٰ ١ْ ِّ 

Artinya: Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian 

Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-

orang yang berdosa.
47

 

 

Dari penjelasan ayat di atas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian harus memiliki 

buku tertulis. Akan tetapi, apabila tidak memungkinkan perjanjian 

tertulis maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Apabila tidak ada 

bukti tertulis dan saksi maka dipersiapkan adanya jaminan. 

2) Hadis 

Dibolehkannya sanda selain di dalam Al-Qur‟an juga 

didasarkan pada hadis yang berfungsi sebagai penjelas 

diperbolehkannya sanda dalam Al-Qur‟an. Diriwayatkan oleh Al-

Bukhari dan Muslim dari Aisyah  r.a. berkata: 

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ َّٟ صٍََّٝ الل ػ١ٍََْ َّْ إٌَّثِ ا أَ َٙ ْٕ ْٓ ػَاءِشَحَ سَضِٟ اللُ ػَ ػَ

 ّٞ ٛدِ ُٙ َ٠ ْٓ ِِ ْٓ دَذ٠ِْذٍ اشْرشََٜ طَؼَاِاً  ِِ ََُٕ٘ٗ دِسْػًا  سَ َٚ  ًٍ  ئٌَِٝ أجَ
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Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata: bahwa Rasulullah 

membeli makanan dari seorang yahudi, dan beliau menjaminkan 

kepadanya baju besi.
48

 

 

Menurut kesepakatan para fiqh ulama, peristiwa Rasul saw 

menyandakan baju besinya itu adalah kasus sanda pertama dalam 

Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Dan agama Islam 

tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam 

bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar 

utangnya sekalipun kepada non-muslim.
49

 Berdasarkan hadis 

tersebut di atas dijelaskan bahwa pemilik barang sanda itu masih 

tetap boleh mengambil manfaat dari barang yang ia sandakan. 

3) Ijma 

Dasar hukum sanda selain atas dasar Al-Qur‟an dan Hadis 

Nabi, sanda juga dituliskan atas dasar ijma, jumhur ulama juga 

berpendapat bahwa sanda boleh dan mereka tidak pernah berselisih 

pendapat mengenai hal ini.
50

 Jumhur ulama berpendapat bahwa 

disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu 

bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah yang 

menyandakan baju besinya kepada seorang yahudi untuk 

mendapatkan makanan.
51

 

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian sanda ini, jumhur 

ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih 
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pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu 

bepergian. 

4) Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 tahun 

2002  sanda dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ketentuan Umum:
52

 

a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan 

barang) dilunasi. 

b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
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e) marhun: Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahin untuk melunasi utangnya; apabila rahin tetap tidak dapat 

melunasi utangnya, maka marhun dijual/dieksekusi melalui lelang 

sesuai syariah; hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi 

utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik 

rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
53

 

Ketentuan Penutup: 

(1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

(2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
54

 

c. Rukun dan Syarat Sanda 

Dalam melaksanakan praktik sanda, terdapat rukun dan syarat  

sanda yang harus dipenuhi. Rukun menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi sahnya suatu pekerjaan.
55

 

Sedangkan Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
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segala sesuatu yang perlu atau harus ada.
56

 

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi sanda meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1)  Pihak yang menyandakan (Rahin)  

2)  Pihak yang menerima sanda (Murtahin) 

3) Objek yang disandakan (Marhun) 

4)  Utang (Marhun bih) 

5) Ijab dan kabul (Sighat).
57

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi sanda 

meliputi hal-hal sebagai berikut:
58

 

a) Rahin dan Murtahin: Syarat sanda yang terkait dengan orang 

yang berakad adalah orang yang harus cakap melakukan 

perbuatan hukum. Kecakapan bertindak hukum. Menurut jumhur 

ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut 

ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak 

disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. 

b) Syarat marhun (barang yang disandakan) 

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada 

barang sanda adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat 

diperjual belikan, yang ketentuannya adalah: 
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(1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 

ketentuan syariat Islam. 

(2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan 

besarnya utang. 

(3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan 

secara spesifik). 

(4) Agunan itu milik sah debitur. 

(5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik 

orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). 

(6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa 

tempat. 

(7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik 

materinya maupun manfaatnya.
59

 

c) Syarat marhun bih (utang) 

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. 

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:
60

 

(1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. 

Menurut Ulama Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa 

utang yang wajib diberikan kepada orang yang menyandakan 

barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. 
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(2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun 

bih tidak dapat dibayarkan. Rahn menjadi tidak sah sebab 

menyalahi maksud dan tujuan disyariatkannya rahn. 

(3) Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian, tidak 

boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang 

mana menjadi rahn. 

Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah syarat 

marhun bih adalah berupa utang yang dapat dimanfaatkan; 

utang harus lazim pada waktu akad dan utang harus jelas dan 

diketahui rahin dan murtahin. 

d) Sighat akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu 

atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama hanafiyah 

menyatakan apabila akad ar-rahn dibarengi dengan syarat 

tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka 

syaratnya batal, sementara akad ar-rahnnya sah. Sedangkan 

menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi‟iyah menyatakan, 

syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka 

syarat itu diperbolehkan. Selain syarat-syarat tersebut di atas, para 

ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sanda itu dianggap 

sempurma apabila barang yang disandakan itu secara hukum 

sudah berada di tangan pemberi utang dan uang yang dibutuhkan 

telah diterima peminjam uang.
61
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d. Akad dalam Sanda 

Akad merupakan  prasyarat yang membedakan antara syariah 

dan non-syariah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah 

atau tidaknya perbuatan muamalah. Dalam sanda tanah akad 

merupakan prasyarat yang menyebabkan sanda tanah dapat diterima 

secara syar’i. Ada beberapa jenis akad yang perlu diperhatikan dalam 

sanda tanah, agar bentuk transaksinya sesuai dengan hukum Islam. 

1) Akad Tabarru’ 

Akad Tabarru’ adalah akad tolong menolong yang 

merupakan ciri dasar pelaksanaannya masyarakat di Indonesia 

melakukan sanda tanah. Yang mana akad ini, hakikatnya untuk 

saling tolong-menolong, saling berbagi manfaat, serta membantu 

sesama.
62

  

Fathi al-Duraini sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus, 

Suriah mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam 

menetapkan hukum pemanfaatan marhun baik oleh rahin maupun 

oleh murtahin bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan 

dalam pemakan riba.
63

 Alasannya adalah karena hakikat rahn dalam 

Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad 

yang dilakukannya lebih tepat  dengan akad tabarru’ dan tujuan 
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utamanya adalah wa ta’awanu ‘alal birri wattaqwa (saling tolong-

menolong atas kebaikan dan ketaqwaan).
64

  

2) Akad Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu 

barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa 

(ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
65

 Barang yang diambil manfaatnya disebut ma’jur dan 

adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut 

ujroh. 

Jenis sanda akad ijarah adalah akad yang objeknya berupa 

penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan 

manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat 

barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat 

atau jasa, dengan suatu penggantian berupa kompensasi.
66

 

3) Akad Mudharabah 

Selain akad Ijarah dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa 

digunakan dalam sanda tanah, bisa juga seorang rahin dan murtahin 

menggunakan akad mudharabah. Akad Mudharabah adalah suatu 

akad yang dilakukan oleh pihak rahin dengan pihak murtahin. Rahin 

menyandakan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal 

usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad mudharabah, 
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pihak rahin (pemberi sanda) akan memberikan bagi hasil 

berdasarkan keuntungan yang diperoleh murtahin (penerima sanda) 

sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan 

dilunasi.
67

 

4) Akad Rahn  

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si 

peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 

pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh 

atau sebagian piutangnya.
68

 

e. Berakhirnya Akad Sanda 

Akad sanda berakhir karena hal-hal berikut ini: 

1) Diserahkannya barang jaminan (borg) kepada pemiliknya. Menurut 

jumhur ulama selain Syafi‟iyah, akad berakhir karena diserahkan 

borg kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena sanda 

merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada 

rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad sanda 

berakhir.
69

 

2) Hak sanda itu berakhir (hapus) jika utang piutang tersebut sudah 

dibayar, dan apabila barang yang menjadi jaminan keluar dari 

kekuasaan si penerima sanda.
70
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3) Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin 

tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa 

menjual barang jaminan. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya 

maka hakim yang akan menjualnya untuk melunasi utangnya. 

Dengan dilunasinya utang tersebut, maka akad sanda telah 

berakhir.
71

 

4) Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara 

termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak 

lain).
72

 

5) Sanda telah di-fasakh (dibatalkan) oleh murtahin, walaupun tanpa 

persetujuan rahin. Apabila dibatalkan tersebut dari pihak lain, maka 

sanda tetap berlaku dan tidak batal.
73

 

6) Menurut Malikiyah, sanda berakhir dengan meninggalkan rahin 

sebagai borg diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada’, 

seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian. 

7) Rusaknya borg. Para ulama telah sepakat bahwa akad sanda dapat 

dihapus karena rusaknya borg (barang yang disandakan).
74

 

8) Tindakan (tasarruf) terhadap barang jaminan dengan disewakan, 

hibah atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, 

menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang jaminan 

kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad sanda 
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menjadi berakhir.
75

 

3. Tinjauan Hiwalah dalam Pemindahan Utang 

a. Pengertian Hiwalah  

Secara etimologi, hiwalah berarti al-intiqal dan al-tahwil yang 

artinya mengoperkan atau memindahkan.
76

 Yang dimaksud dalam 

konteks ini, hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang 

yang berutang atau al-muhil menjadi tanggungan orang yang akan 

melakukan pembayaran utang atau al-muhal ‘alaih.
77

 Sedangkan secara 

terminologi, al hawalah didefinisikan dengan pemindahan kewajiban 

membayar utang dari orang membayar utang (al muhil) kepada orang 

yang berutang lainnya (al muhal’alaih).
78

 Secara syar’i, hiwalah ini 

dibolehkan untuk melakukannya, namun yang tidak dibolehkan atau 

dilarang yaitu bertasarruf dalam utang dengan utang.
79

 

Hiwalah adalah akad yang menghendaki pemindahan utang 

dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain atau 

pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang 

wajib menanggungnya.
80

 Dalam istilah Islam merupakan pemindahan 

beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan 
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muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.
81

  

Akad Hiwalah adalah orang yang berutang dialihkan utangnya 

ke orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad hiwalah 

merupakan pemindahan utang dari yang berutang dialihkan ke 

tanggungan yang berkewajiban membayar.
82

 Menurut Ahmad Wardi 

Muslich, hiwalah adalah suatu bentuk pemindahan hak berupa utang 

dari orang yang berutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan 

pembayaran utang tersebut.
83

  

Seseorang yang mempunyai utang terkadang tidak bisa 

membayarnya. Oleh sebab itu, penagihan tersebut bisa dipindahkan ke 

pihak ketiga atau pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut hiwalah, 

yakni pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain 

yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga dan 

hukumnya wajib membayar.
84

 

b. Dasar Hukum Hiwalah  

1) Al-Qur‟an 

Keabsahan hiwalah didasarkan pada Al-Qur‟an, Hadis, dan 

ijma. Al-Qur‟an yang melegitimasi akad hiwalah adalah surah Al-

Ma‟idah ayat 2 sebagai berikut: 
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ٝ فَاوْرثُُُٖٛ    ًّّ غَ ُِ  ًٍ ٰٝ أجََ ٍٓ ئٌَِ ُْ تِذ٠َْ ُ ر ْٕ ُٕٛا ئِراَ ذذَا٠ََ َِ َٓ آ ا اٌَّز٠ِ َٙ ٠َا أ٠َُّ

١ٌْىَْرةُْ تَ  ٌْؼَذْيِ  َٚ ُْ وَاذِةٌ تاِ  ١ْٕىَُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar.
85

 

 

2) Hadis 

Hukum hiwalah adalah boleh (mubah), dengan syarat tidak 

terdapat unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. 

Syariat dan kebolehan hiwalah berlandaskan pada hadis: 

يُ اللِ  ْٛ َّْ سَعُ ُْٕٗ : أَ َٟ اللُ ػَ ُ٘ش٠َْشَجَ سَضِ ْٓ أتَِٟ  ِٗ  اللُ صٍََٝ  ػَ ػ١ٍََْ

 َُ عٍََ ٌُ، فَارِاَ أذُثِْ  َٚ ٍْ ِ ظُ ّٟ ًُ اٌغَِٕ طْ َِ ١َرَّثغَْ لايََ :  ٍْ ّٟ فَ ٍِ َِ ُْ ػٍََٝ  غَ أدََذوُُ

 )سٚاج اٌثخاسٞ(
Dari Abi Hurairah R.A menunda-nunda pembayaran oleh 

orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara 

kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka 

ikutilah. (HR. Bukhari)
86

 

 

Pada hadis di atas Rasulullah memerintahkan kepada orang 

yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalahkan 

kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima 

hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada 

orang yang dihiwalahkannya (muhal’alaih), dengan demikian 

haknya dapat terpenuhi (dibayar).
87

 

3) Ijma 

Disamping itu dasar hukum hiwalah juga berasal dari ijma. 
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Pada prinsipnya para ulama sepakat membolehkan akad hiwalah 

dalam utang piutang bukan pada barang konkrit dan ahlul’ilmi 

bersepakat bahwa hiwalah hukumnya jaiz.
88

 Kebolehan tersebut 

hanya pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hiwalah 

adalah perpindahan utang.
89

 Oeh sebab itu, harus pada uang atau 

kewajiban finansial.
90

 

4) Fatwa DSN No. 12 Tahun 2000 

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12 tahun 

2000 tentang hawalah dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Rukun hawalah adalah: (1) muhil, yakni orang yang berutang dan 

sekaligus berpiutang, (2) muhal atau muhtal, yakni orang 

berpiutang kepada muhil, (3) muhal’alaih, yakni orang yang 

berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, 

(4) muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal, dan (5) sighat 

(ijab dan qabul). 

b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 

(akad). 

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

d) Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/ 
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muhtal, dan muhal’alaih. 

e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam 

akad secara tegas. 

f) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat 

hanyalah muhtal dan muhal’alaih dan penagihan muhal berpindah 

kepada muhal’alaih.
91

 

c. Rukun dan Syarat Hiwalah 

Dikemukakan pada umumnya bahwa keputusan suatu akad 

harus diawali dengan yang namanya rukun dan syaratnya dari suatu 

kesepakatan tersebut. “Rukun adalah bagian yang dipenuhi dengan 

peristiwa, suatu, atau tindakan dan bersifat mutlak. Sedangkan syarat 

adalah suatu hal, peristiwa, atau tindakan yang sifatnya harus ada”. 

Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. “Suatu 

perbuatan secara sah dalam hukum Islam merupakan rukun yang akan 

terpenuhi. Rukun adalah bagian yang tidak akan terpisahkan oleh suatu 

perbuatan atau lembaga, dan akan menentukan sah atau tidaknya 

perbuatan.
92

 

Hiwalah memiliki rukun-rukun yang menjadi landasannya. 

Adapun rukun-rukun hiwalah meliputi sebagai berikut:  

1) Muhil (orang yang berutang dan berpiutang) 

2) Muhal (orang yang berpiutang kepada muhil) 
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3) Muhal’alaih (orang yang berutang kepada muhil dan wajib 

membayar utang kepada muhal) 

4)  Muhal bih (utang muhil kepada muhal) 

5) Shigat (ijab qabul)  

Ijab adalah ucapan muhil. Misalnya, “saya alihkan 

kepadamu kewajiban (untuk membayar utang) kepada si fulan”. 

Qabul adalah ucapan muhal, misalnya, “saya terima” ijab dan qabul 

harus dilakukan di tempat akad.
93

 Para ulama fiqh dari kalangan 

Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali berpendapat, bahwa hiwalah 

menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan pihak pertama, kedua dan ketiga, serta yang berkaitan 

dengan utang itu sendiri. 

a) Syarat bagi pihak pertama adalah sebagai berikut: 

(1)   Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu: 

baliq dan berakal.
94

 Hiwalah tidak sah jika oleh orang gila 

atau anak kecil.
95

  

(2) Adanya pernyataan persetujuan (ridha). Jika pihak pertama 

dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad tersebut tidak 

sah.
96

 persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, 
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jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada 

pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berutang 

kepadanya.
97

 

b) Syarat bagi pihak kedua (muhal) meliputi: 

(1) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baliq dan berakal. 

(2) Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan Syafi‟i 

mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak kedua terhadap 

pihak pertama yang melakukan hiwalah.
98

  

Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada 

yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan 

menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. 

Jika perbuatan hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak 

kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya apabila ternyata 

bahwa pihak ketiga sulit membayar utang tersebut.
99

 

c) Syarat bagi pihak ketiga (muhal’alaih) meliputi:
100

 

(1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, 

sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua. 

(2) Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan 

dari pihak ketiga. Sedangkan mazhab lainnya (Maliki, Syafi‟i 

dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad 
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hiwalah pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Dengan 

demikian, persetujuannya tidak merupakan syarat sah 

hiwalah.  

(3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani 

menambahkan, bahwa kabul tersebut, dilakukan dengan 

sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majlis akad. 

d) Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (muhal bih) 

meliputi:
101

 

(1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam 

bentuk utang piutang yang sudah pasti.  

(2) Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk hiwalah al-

muqayyadah semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa 

baik utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang 

pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan 

kualitasnya. Jika antara kedua utang tersebut terdapat 

perbedaan jumlah (utang dalam bentuk uang), atau perbedaan 

kualitas (utang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak 

sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk hiwalah al-

muthlaqah (Mazhab Hanafi), maka kedua utang tersebut 

tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.  

(3) Mazhab Syafi‟i menambahkan, bahwa kedua utang tersebut 

mesti sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, 
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maka tidak sah. 

d. Macam-macam Hiwalah 

Hiwalah dalam mazhab Hanafi membagi dalam beberapa 

bagian, jika ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi 

menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu adalah hak menurut utang, 

maka pemindahan itu disebut pemindahan hak (hiwalah al-haq), 

sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar 

utang, maka perpindahan itu disebut pemindahan utang (hiwalah ad-

dayn).
102

 

Hiwalah ad-dayn ada dua pula, yaitu memindahkan sebagai 

ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua disebut 

hiwalah al-muqayyadah (pemindahan bersyarat). Kemudian ada 

pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran 

utang pihak pertama kepada pihak kedua disebut dengan hiwalah al-

muthlaqah (pemindahan mutlak).
103

 

Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi dua, sebagai berikut:
104

 

1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama 

kepada pihak kedua disebut hiwalah al-muqayyadah (pemindahan 

bersyarat). Sebagai contoh: A berpiutang kepada B sebesar 

Rp.5.000.000, sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar 

Rp.5.000.000. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya 
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untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai 

pengganti dari pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, 

hiwalah al-muqayyadah, pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq, 

karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. 

Sedangkan pada sisi lain, sekaligus merupakan hiwalah al-dayn, 

karena B mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.  

2) Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari 

pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut 

hiwalah al-muthlaqah atau pemindahan mutlak. Sebagai contoh: A 

berutang kepada B sebesar Rp.5.000.000. A mengalihkan utangnya 

kepada C sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B 

tanpa menyebutkan, bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti 

rugi dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian, hiwalah 

al-muthlaqah hanya mengandung hiwalah al-dayn saja, karena yang 

dipindahkan hanya utang A kepada B menjadi utang C kepada B. 

Hiwalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak 

penagihan muhal kepada muhal’alaih karena yang terakhir punya utang 

kepada muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan 

kesepakatan para ulama.
105

 

e. Berakhirnya Akad Hiwalah 

Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini: 

1) Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-faskh 
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(membatalkan) akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap, 

dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua berhak menuntut 

pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak 

pertama kepada pihak ketiga.
106

 

2) Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak 

kedua.
107

 

3) Apabila pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli 

waris yang mewarisi harta pihak kedua.
108

 

4) Pihak kedua (muhal) menghibahkan atau menyedekahkan harta 

hiwalah kepada pihak ketiga (muhal’alaih) dan ia menerima hibah 

tersebut.
109

 

5) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk 

membayar utang yang dialihkan itu.
110

 

6) Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena 

at-tawa yaitu pihak ketiga mengalami muflis (bangkrut) atau wafat 

dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat 

tentang akad hiwalah, pihak ketiga mengingkari akad itu.
111
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang 

tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun 

kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 

selama 6 bulan dilaksanakan terhitung sejak proses pembuatan proposal 

pada bulan Mei 2022 sampai pada waktu ujian skrpsi pada bulan Oktober 

2022. Berikut adalah tabel penelitian: 

             Tabel 3.1. 

Jadwal Penelitian Tahun 2022 

  

No

. 

 

Kegiatan Mei Juni Juli Agt Sep Okt 

1. Perencanaan:          

    
a. Penyusunan    

    Proposal 
      

 

 

 b. Seminar Proposal       

 c. Revisi Proposal       

2. Pelaksanaan Penelitian       

 a. Penggalian Data       

3. Pelaporan Penelitian       

 
a. Pengolahan dan  

   Analisis 
      

 
b. Konsultasi dan  

    Perbaikan 
      

 c. Ujian Skripsi      x 

 



 

    

 

2. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Teluk Sampit, 

Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan beberapa pertimbangan bahwa 

tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di 

Kecamatan Teluk Sampit, serta data yang diperlukan memungkinkan untuk 

digali secara mendalam dan komprehensif. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis dari penelitian yang peneliti gunakan yaitu yuridis sosiologis, 

yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama 

dengan meneliti penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi.
112

 Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di 

lapangan mengenai tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian 

sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

social-legal, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku 

hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.
113

 Maksud 

dari pendekatan social-legal adalah pendekatan ilmu sosial dan hukum yang 

keduanya digunakan secara bersamaan. Pendekatan socio adalah pendekatan 

menggunakan ilmu sosial pada bahasan kerangka teoretik sebelumnya begitu 
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juga pendekatan legal adalah pendekatan dengan menggunakan teori-teori 

dalam ilmu hukum baik hukum umum atau hukum Islam yang telah dibahas 

pada bagian kerangka teoretik sebelumnya.
114

 

Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif bentuk 

Data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih 

ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan.
115

 Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah 

mengenai tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah 

kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.  

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan rinci tentang tanggung jawab 

pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di 

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.  

D. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab pembayaran hutang dalam 

penyelesaian sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilik tanah kebun 

kelapa sebanyak 1 (satu) orang, penggarap sekaligus pemberi sanda sebanyak 

1 (satu) orang dan penerima sanda sebanyak  (1) orang.  
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Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data 

pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui dan memahami terkait 

tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda tanah kebun 

kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun 

informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah Ketua RT, tokoh 

agama 2 (dua) orang dan tokoh masyarakat. 

E. Teknik Penentuan Subjek 

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-

kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-

kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain: 

1. Pemilik Kebun Kelapa 

a. Berdomisili yang dulunya di Desa Parebok namun sekarang pindah ke 

Desa Jaya Karet. 

b. Memiliki kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit, tetapi karena 

kurangnya waktu atau sibuk dengan pekerjaan utama sehingga menyuruh 

orang lain untuk mengelolanya. 

2. Penggarap Kebun Kelapa 

a. Berdomisili di Teluk Sampit; 

b. Tidak memiliki kebun dan bisa menggarapkan kebun milik  orang lain. 

3. Penerima sanda berdomisili di Kecamatan Teluk Sampit. 

Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data 

pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui pelaksanaan sanda 

tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 



 

    

 

Timur. Informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Ketua RT yang tinggal di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

2. Tokoh agama yang tinggal di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

3. Tokoh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan, 

peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
116

 Wawancara 

merupakan pengumpulan data pada suatu peristiwa yang terjadi dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti ada sebagai 

instrumen kunci.
117

 Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi 

secara lisan dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang berkaitan 

dengan penelitian yang sifatnya fleksibel.
118

 Alasan peneliti menggunakan 

teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari subjek dan agar dengan 
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mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam 

penelitian ini. Dalam wawancara peneliti mewawancarai yaitu subjek MR 

(pemilik tanah), subjek DL, (penggarap sekaligus pemberi sanda), subjek 

AH (penerima sanda), DN (informan Ketua RT), MA (informan tokoh 

agama), MD (informan tokoh agama), dan MN (informan tokoh 

masyarakat). 

2. Observasi  

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan 

menggunakan seluruh alat indra.
119

 Metode observasi ini digunakan untuk 

mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban terhadap 

fenomena yang terjadi dengan cara mencatat, merekam fenomena tersebut. 

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematika, fenomena-fenomena yang diselidiki.
120

 Dari observasi yang 

peneliti lakukan yang mana terdapat praktek sanda pada tahun 2022 yang 

berada di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.  

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses 

pelaksanaan sanda yang terjadi di masyarakat Kecamatan Teluk Sampit. Hal 

ini untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak 

langsung dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk melakukan pengamatan di lokasi para pemilik tanah kebun 

kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber 

dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Teknik ini 

dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis berupa kwitansi jumlah 

uang yang dipinjam tidak adanya penyerahan SKT/ Sertifikat, gambar, foto 

atau benda lainnya yang berkaitan dengan ukuran tanah seluas 14 x 600 

dengan jumlah pohon 240 dan  jumlah  aspek yang diteliti.
121

 Adapun data 

yang ingin digali melalui dokumentasi ini adalah data gambaran umum 

lokasi penelitian, identitas subjek, dan lain-lain. 

G. Teknik Triangulasi Data 

Teknik triangulasi merupakan salah satu dari banyak  teknik dalam 

pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.
122

 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan dari suatu informasi 

yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, 

untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan persyaratan yang 

berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi berdasarkan 

pada data yang telah dikumpulkan. 

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, 

yaitu membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara serta 

membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
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berkaitan. Dalam triangulasi peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. 
123

  

H. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara 

kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

mudah dibaca dan diinterpretasikan.
124

 Analisis data merupakan upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan 

pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari 

makna (meaning).
125

 Tahapan-tahapan analisis data, yaitu: 

1. Analisis sebelum di lapangan Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan 

fokus penelitian. Sebelum masuk lapangan, peneliti mempersiapkan 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui 

observasi, dokumentasi, dan wawancara yang akan diberikan secara 

langsung kepada subjek penelitian. 

2. Analisis selama di lapangan Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
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berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (concluctions).
126

 

a. Data collection (Pengumpulan Data) Pada analisis model pertama 

dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan 

berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah 

penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui 

pencarian data selanjutnya. 
127

 

b. Data Reduction (Reduksi Data) suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan 

final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data 

adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, 

perluasan, maupun penambahan. 
128

 

c. Data Display (Penyajian Data) setelah mereduksi data, langkah 

berikutnya adalah penyajian data. Sajian data adalah suatu rangkaian 

organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan 

simpulan serta memberikan tindakan dan disajikan dalam bentuk data 
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berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai 

narasinya.
129

 

d.  Concluctions Drawing (Verifikasi) Langkah ketiga adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data, 

peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani 

kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan 

kecurigaan. 
130
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kecamatan Teluk Sampit 

Teluk sampit adalah sebuah kecamatan di kabupaten kotawaringin 

timur, kalimantan tengah, Indonesia. Kecamatan teluk sampit merupakan 

pemekaran dari kecamatan mentaya hilir selatan. Saat ini kecamatan teluk 

sampit membawahi 6 desa, yaitu: Parebok, Basawang, Regei Lestari, Kuin 

Permai, Lampuyang, dan Ujung Pandaran.
131

 

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan 

mengembangkan potensi yang ada dimilikinya, secara umum kecamatan 

teluk sampit sudah bisa dikatakan mampu mengembangkan potensinya. Hal 

ini ditandai dengan seluruh desa yang ada di kecamatan ini sudah 

terklarifikasi dalam desa swakarya  dan swasembada. Desa swakarya adalah 

desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi 

sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Pada desa yang sudah masuk 

dalam klarifikasi swakarya pola pikir penduduknya juga sudah mulai 

terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, dan sarana prasarana juga 

mulai meningkat. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang lebih maju 

dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Pada 

desa yang terklarifikasi dalam desa swasembada ini hubungan antara 

manusia bersifat rasional., mata pencaharian homogen, teknologi dan 
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pendidikan sudah tergolong tinggi, produktivitas juga tinggi, dan sudah 

terlepas dari homogen. Piramida penduduk kecamatan teluk sampit 

menunjukkan bentuk yang semakin mengerucut di usia tua, hal ini 

menandakan bahwa komposisi penduduk kecamatan teluk sampit 

didominasi oleh penduduk muda. Namun begitu penduduk usia dibawah 15 

tahun masih berada kurang dari 40% jumlah seluruh penduduk, sehingga 

teluk sampit bukan termasuk dalam wilayah berstruktur umur muda.
132

 

Tabel 4.1 

 

Peta Kecamatan Teluk Sampit 

 

2. Letak Geografis Kecamatan Teluk Sampit  

Kondisi Geografis kecamatan teluk sampit merupakan salah satu 

dari 17 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kotawaringin timur, 

propinsi kalimantan tengah. Ibu Kota Kecamatan Teluk Sampit terletak di 

Desa Ujung Pandaran 90 km arah selatan dari Ibu Kota Kabupaten 
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Kotawaringin Timur. Letak wilayah teluk sampit adalah di bagian utara 

berbatasan dengan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, bagian barat 

berbatasan dengan kabupaten seruyan dan bagian selatan serta bagian timur 

berbatasan langsung dengan laut jawa.        

Luas wilayah Kecamatan Teluk Sampit adalah 610 Km2 atau 

3,70% dari keseluruhan luas Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagian 

besar wilayah Kecamatan Teluk Sampit merupakan dataran rendah. Sekitar 

33% desa terletak di daerah pesisir dan 67% desa terletak di dataran dengan 

ketinggian < 500 meter dari permukaan air laut. Desa terjauh di Kecamatan 

Teluk Sampit adalah Desa Parebok dengan jarak 24 km dari ibukota 

kecamatan. Untuk menuju desa tersebut bisa di tempuh melalui jalur darat 

menggunakan angkutan umum dan sungai yaitu dengan menggunakan 

kelotok.
133

 

3. Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Sampit 

Jumlah penduduk kecamatan teluk sampit 2015 mencapai angka 

10.715 jiwa. Angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. 

Denga luas wilayah 610 maka rata-rata kepadatan penduduknya adalah 18 

jiwa/km. Namun penyebaran penduduk masih belum merata, banyak 

penduduk yang bertempat tinggal di sekitar ibu kota kecamatan dan desa 

yang berdekatan dengan kabupaten. Desa yang paling tinggi tingkat 

kepadatan penduduknya adalah desa lampuyang yaitu sebanyak 80 
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jiwa/km.
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Jumlah penduduk Desa Lampuyang pada tahun 2015 sebanyak 

2.862 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,00% pertahun 

merupakan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Teluk Sampit, 

sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Kuin Permai dengan 

jumlah penduduk sebanyak 1.028 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 

sebanyak 2,09% pertahun, dan Desa Ujung Pandaran merupakan desa 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk terbesar, yaitu sebesar 2,12% 

dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.400 jiwa.
135

 

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat sex rasio 

yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki.
136

 

4. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pemilik kebun kelapa di Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, penggarap sekaligus pemberi 

sanda (rahin) di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, 

Penerima sanda (murtahin) di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek 

penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti 
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uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

  Identitas Subjek Penelitan 

No Nama 

(inisial) 

Status Alamat Umur 

1. MR Subjek yang 

merupakan pemilik 

kebun kelapa 

Desa Parebok sekarang 

pindah ke Desa Jaya 

Karet Kec. Mentaya 

Hilir Selatan 

56 

Tahun 

2. DL 

 

Subjek yang 

merupakan 

penggarap sekaligus 

(rahin) 

Desa Parebok 

Kec. Teluk Sampit 

64 

Tahun 

3. AH Subjek yang 

merupakan murtahin 

Desa Parebok 

Kec.Teluk Sampit 

43 

Tahun 

 

Sedangkan informan penelitian ini adalah dan 4 (empat) informan 

yaitu Ketua RT, 2 (dua) tokoh agama dan tokoh masyarakat yang 

mengetahui pemasalahan tersebut. Peneliti menetapkan kriteria dalam 

memilih informan penelitian. Adapun identitas informan penelitian peneliti 

uraikan dalam bentuk tabel di bawah. 

 

 



 

    

 

Tabel 4.3 

Identitas Informan Penelitian 

No Nama 

(inisial) 

Status Alamat Umur 

1. UN Informan Ketua 

RT 

Desa Parebok 

Kec. Teluk Sampit 

51 Tahun 

2. MA Informan Tokoh 

Agama 

Desa Parebok 

Kec. Teluk Sampit 

35 Tahun 

3. MD Informan Tokoh 

Agama 

Desa Parebok 

Kec. Teluk Sampit 

45  

Tahun 

4. MN Informan Tokoh 

Masyarakat 

Desa Parebok 

Kec. Teluk Sampit 

32  

Tahun 

 
 

B. Hasil Penelitian 

Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil 

wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek. Peneliti memaparkan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 7 (tujuh) orang. 

Subjek penelitian terdiri dari pemilik kebun kelapa, penggarap kebun 

kelapa/pemberi sanda, penerima sanda. Selanjutnya Informan yang berjumlah 

4 (empat) orang antara lain, ketuan RT, 2 (dua) tokoh agama dan tokoh 

masyarakat. Adapun hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:  

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai mekanisme transaksi 



 

    

 

sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit, akan diuraikan dalam 

penyajian data dari hasil wawancara. Agar lebih jelas, berikut peneliti uraikan 

mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti. 

1. Subjek I (Pemilik Tanah) 

Nama  : MR 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Desa Jaya Karet  

Umur  : 56 Tahun  

Pada tanggal 10 September 2022 peneliti melakukan wawancara 

kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti telah 

menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data 

yang telah digali ketika peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui 

terkait praktek sanda tanah kebun kelapa yang terjadi di kecamatan teluk 

sampit kabupaten kotawaringin timur? Subjek menjawab: 

Kemaren saya pernah menyandakan tanah melalui perantara orang 

lain yaitu salah satu yang saya amanahi menggarap kebun kelapa 

saya karena dalam keadaan terdesak, saya perlu uang dalam waktu 

cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Kebetulan saya juga 

memiliki utang kepada yang menggarap tanah saya. Karena 

kemaren si penggarap juga perlu uang untuk modal usaha jadi dia 

menagih utangnya kepada saya karena saya memang tidak punya 

uang sebanyak itu, penghasilan saya mengajar juga sedikit. 

Kemudian si penggarap menyarankan saya,  “bagaimana kalau 

tanah yang di Desa Parebok disandakan saja?” agar bisa mengatasi 

solusi tersebut secara spontan saya mengiyakan karena tidak ada 

pilihan lain karena ada keperluan mendesak, kemudian tanah 

tersebut disandakan melalui perantara  si penggara kebun kelapa 

uang dikasih sebanyak Rp20.000.000 baru tanah dijadikan barang 

jaminan.
137

  

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah barang 
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sanda tersebut disimpan atau dimanfaatkan? Subjek menjawab: 

Tanah tersebut dimanfaatkan oleh penerima sanda selama saya 

belum bisa menebus tanah tersebut selama itu juga hasil buah 

kelapa diambil/dimanfaatkan hasilnya. Namun, tanahnya dibiarkan 

rumputnya memanjang tidak dirawat oleh penerima sanda. 

Sehingga setelah ditagih oleh beliau saya memikirkan juga dengan 

tanah saya kalau dimanfaatkan terus-menerus buahnya tanpa 

dirawat tanahnya maka nantinya akan rusak. Setiap 3 bulan sekali 

panen hasil buah kelapa diambil buahnya.
138

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada 

perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan sanda tanah itu. Jika ada, apa 

saja isi perjanjian tertulis tersebut? Subjek menjawab: 

Pada saat itu memang tidak ada perjanjian secara tertulis hanya 

melalui lisan saja/kepercayaan dan kwitansi yang menunjukkan 

jumlah nominal uang yang dipinjam.
139

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana 

tanggung jawab atas pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah 

kebun kelapa tersebut? Subjek menjawab: 

Saya sendiri yang menebusnya kepada penerima sanda, awalnya 

saya tawarkan kepada penerima sanda untuk membeli kebun 

kelapa yang disandakan tersebut namun hanya ditaksir seharga 

Rp40.000.000 saja, karena saya merasa tanah yang ditaksir terlalu 

rendah. Kemudian saya berdiskusi dengan keluarga akhirnya 

keluarga membantu untuk membeli tanah yang disandakan oleh 

penggarap kebun kelapa sebanyak Rp50.000.000. Kemudian baru 

saya tebus tanah tersebut dari hasil penjualan tanah yang 

disandakan tersebut.
140

 

 

Berdasarkan pernyataan MR di atas, menyatakan bahwa ia 

mengetahui terkait kebun kelapa yang disandakan oleh penggarap kebun 

kelapa beliau karena dalam keadaan terdesak dia mengizinkan si penggarap 
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untuk menyandakan kebunnya dan si penggarap perlu modal usaha 

kebetulan juga si MR punya utang. MR menambahkan bahwa ia mengetahui 

terkait barang yang dijadikan jaminan syaratnya diambil hasilnya dan 

transaksinya dilakukan hanya secara lisan. Kemudian terkait tanggung 

jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda dialihkan kepada 

pemilik tanah. 

2. Subjek II (Penggarap Sekaligus Pemberi Sanda) 

Nama  : DL 

Pekerjaan : Petani 

Alamat  : Desa Parebok 

Umur  : 64 Tahun  

Pada tanggal 10 September 2022 peneliti melakukan wawancara 

kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti telah 

menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data 

yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali Peneliti menanyakan 

bagaimana mekanisme pelaksanaan sanda tanah yang bapak lakukan? 

Subjek menjawab: 

Pada saat itu, saya meminjam uang dengan salah satu pengusaha 

kelapa jaminannya kebun kelapa, bos pemilik kebun kelapa yang 

saya garap sebesar Rp20.000.000. Akan tetapi sebelumnya 

memang sudah minta persetujuan beliau untuk menyandakan tanah 

miliknya untuk kebututuhan dia yang mendesak dan kebetulan dia 

mempunyai utang kepada saya. Dalam prakteknya si pemberi 

sanda tidak merawat kebun tersebut tapi buahnya 

diambil/dimanfaatkan hasilnya.
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Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada jangka 

waktu dalam perjanjian sanda tersebut? Subjek menjawab: 
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Tidak ada batas waktu, hanya saja saya minta tempo setahun kalau 

bisa menebusnya, kalau belum bisa seterusnya saja. Namun 

kemaren setelah pemilik tanah menebusnya itu ada 2 tahun lebih 

baru bisa ditebus itu pun setelah penerima sanda menagih.
142

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apa alasan bapak 

menyandakan tanah tersebut? Subjek menjawab: 

Karena saya ingin membantu si MR beliau punya utang sama saya 

dan kebetulan dia juga perlu uang untuk kebutuhan mendesak. 

Kemudian kebun tersebut ditebus oleh si MR awalnya tanah yang 

disandakan itu MR tawarkan dengan penerima sanda tapi ditaksir 

dengan harga murah sebesar Rp40.000.000. Kemudian minta 

tolonglah dengan salah satu keluarga untuk membeli tanah yang 

saya sandakan lalu dibelilah sebesar Rp50.000.000. Sehingga 

akhirnya bisa menebus tanah tersebut.
143

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah barang 

sanda tersebut disimpan atau dimanfaatkan? Subjek menjawab: 

Tanahnya rumputnya dibiarkan lebat tidak dirawat tapi buahnya 

diambil setelah masa panen tiba.
144

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada 

perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan sanda tersebut? Jika ada, apa 

saja isi dari perjanjian tertulis tersebut? Subjek menjawab: 

Tidak ada secara tertulis hanya secara lisan. Cuman saat 

menyerahkan uang ada kwitansi saja yang isinya jumlah uang yang 

dipinjam.
145

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek bagaimana 

tanggung jawab atas pembayaran utang dalam penyelesaian sanda tanah 

kebun kelapa tersebut? Subjek menjawab: 

Tanggung jawab pembayaran utang sanda saya serahkan kepada 
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pemilik tanah karena yang punya hak atas tanah itu bukan saya. 

Saya hanya membantu meminjamkan uang saja kepada pengusaha 

kelapa seperti yang saya jelaskan tadi.
146

 

 

Berdasarkan pernyataan DL di atas, menyatakan bahwa ia sendiri 

yang menyandakan kebun pemilik kebun kelapa yang ia garap alasannya 

karena ingin membantu pemilik kebun kelapa karena keadaan terdesak dan 

beliau punya hutang kemudian beliau mengizinkan untuk menyandakan 

kebunnya. DL menambahkan bahwa ia mengetahui terkait barang yang 

dijadikan jaminan syaratnya diambil hasilnya dan transaksinya tidak 

dibatasi waktu dan dilakukan hanya secara lisan. Kemudian terkait tanggung 

jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda dialihkan kepada 

pemilik tanah. 

3. Subjek III (Penerima Sanda) 

Nama   : AH 

Pekerjaan  : Petani/Pekebun 

Alamat  : Desa Parebok 

Umur  : 43 Tahun 

Pada tanggal 10 September 2022 peneliti melakukan wawancara 

kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini peneliti telah 

menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data 

yang telah digali ketika peneliti menanyakan kembali bagaimana 

mekanisme pelaksanaan sanda tanah yang bapak lakukan? Subjek 

menjawab: 
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Pada saat itu, si penggarap kebun datang ke rumah saya untuk 

menyandakan kebun kelapa milik MR karena dia ada kebutuhan 

mendesak namun melalui perantara penggarap kebun kelapa. 

Pinjam uang sebesar Rp20.000.000 saja sesuai kebutuhan si 

peminjam. Kemudian tanah dengan buahnya disandakan, kecuali 

orang itu menebus baru kembali lagi buah dengan kebun tadi.
147

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek berapa lama 

jangka waktu yang bapak berikan? 

Tidak ada jangka waktu, tergantung orang yang punya utang. 

Hanya saja biasanya ada pembicaraan dari pihak pemberi sanda 

yang biasa pinjam uang ke saya “Aku paling sebentar pinjam uang 

sekitar 1 tahun saja”. Kalau dengan bapak MR  ini 2 tahun lebih dia 

baru bisa menebusnya. Namun, saat akad diawal tidak ada batas 

waktunya.
148

 

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek mengapa bapak 

menerima sanda tersebut? Subjek menjawab: 

Karena menolong orang untuk kebutuhannya.
149

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek  apakah barang 

yang disandakan tersebut disimpan atau dimanfaatkan? Subjek menjawab: 

Saya ambil buahnya setiap kali panen selama pemberi sanda belum 

bisa menebus kebun kelapa tersebut.
150

 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek apakah ada 

perjanjian secara tertulis dalam melaksanakan sanda tanah itu? Jika ada, apa 

saja isi dari perjanjian tertulis tersebut? Subjek menjawab: 

Ada, hanya kwitansi yang isinya jumlah nominal uang yang 

disandakan. Bahwasanya kebun itu sedang disandakan. Namun, 

kemaren setelah ditebus oleh pemilik tanah kwitansinya saya 

kembalikan.
151

 

                                                     
147

 AH, Wawancara (Teluk Sampit, 10 September 2022). 
148

 Ibid. 
149

 Ibid. 
150

 Ibid.  
151

 Ibid. 



 

    

 

 

Berdasarkan pernyataan AH di atas, menyatakan bahwa penggarap 

kebun kelapa datang kepada saya untuk meminjam uang dan jaminannya 

kebun kelapa dalam prakteknya biasanya hasil kebun kelapa saya ambil 

selama pemilik tanah atau penggarap belum bisa melunasi utangnya. 

Kemudian dia menjelaskan alasannya karena ingin membantu pemilik 

kebun kelapa karena keadaan terdesak dan beliau punya utang kepada  

penggarap. AH menambahkan transaksinya tidak dibatasi waktu tergantung 

yang punya utang  dan dilakukan hanya secara lisan. Kemudian ia 

mengetahui terkait tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian 

sanda dialihkan kepada pemilik tanah. 

Sebagai data pendukung peneliti memuat wawancara dari informan 

penelitian yaitu ketua RT, 2 (dua) tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

a. Informan Ketua RT 

Nama  : D 

Pekerjaan : Petani/Pekebun 

Alamat : Jl. Samuda Ujung Pandaran  

Umur  : 51 Tahun 

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara 

kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang 

memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali 

ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik sanda 

tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur? Informan menjawab: 



 

    

 

Pernah, banyak terjadi kasus mengenai sanda pinjam uang 

sekian jaminannya kebun kelapa untuk jaminan kalau suatu saat 

tidak bisa membayar. Namun sistemnya ketika panen tiba hasil 

buah kelapa diambil/dimanfaatkan oleh si penerima sanda 

selama belum bisa menebus kebun tersebut. Akan tetapi, kebun 

tersebut tidak dirawat. Dalam transaksi tersebut juga hanya 

dilakukan secara lisan saja tidak ada hitam di atas putih kedua 

belah pihak saling percaya saja. Biasanya kalau tidak bisa 

menebus kebun tersebut bisa dibeli untuk menutupi utang. Di 

sini salah satunya adalah sanda antara si MR/pemilik kebun 

kelapa dan AH/penerima sanda, si DL/penggarap kebun kelapa 

pinjam uang kepada bos kelapa yaitu si AH karena untuk 

kebutuhan mendesak namun pemilik tanah asli kan si MR. 

Karena si MR ada kebutuhan mendesak dan punya utang kepada 

si DL lalu DL menyarankan untuk sandakan saja tanah yang di 

dekat pertengahan Parebok. Kemudian karena tidak ada pilihan 

lain, tidak punya uang sejumlah utang tadi mau tidak mau si MR 

mengizinkan.
152

 

  

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan 

bagaimana pendapat bapak mengenai praktek sanda tanah tersebut? 

Informan menjawab: 

Menurut saya dalam mekanisme pelaksanaannya kurang baik, 

karena pertama,transaksi dilakukan hanya secara lisan tidak ada 

perjanjian hitam di atas putih. Sehingga misalnya si pemberi 

sanda suatu waktu lupa menganggap bahwa sudah bayar utang 

kepada penerima sanda ternyata kenyataannya belum bayar 

maka akan merugikan pihak si penerima sanda. Atau misalkan 

si pemberi sanda meninggal dunia karena tidak ada perjanjian 

tertulis tadi maka ahli waris tidak tau menau mengenai masalah 

sanda yang dilakukan orang tuanya. Sehingga si penerima sanda 

akan merasa dirugikan. Seharusnya sanda ini dilakukan secara 

tertulis ada hitam di atas putih menggunakan materai juga agar 

ada kekuatan hukumnya. Kedua, pihak penerima sanda 

mengambil manfaat hasil buah kelapa setiap kali panen hasilnya 

dia manfaatkan sepenuhnya selama pemberi sanda belum bisa 

menebus tanah tersebut lebih parah lagi tanahnya dibiarkan 

tidak dirawat dalam artian tanahnya rumputnya dibiarkan 

panjang sehingga itu bisa merusak kebun. Ketika kebun rusak 

harga jualnya pun nantinya akan rendah dan ketika mau 

memanen hasil buah kelapa tidak bisa lagi sebanyak seperti 
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tanah yang dulunya dirawat karena tanahnya rumputnya panjang 

petani mau mengambil buah kelapa jadi kesusahan karena 

banyak rumput panjang dan besar menghalagi jalan dan pohon 

kelapa.
153

 

 

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan 

menyatakan bahwa dalam praktik sanda masyarakat Kecamatan Teluk 

Sampit, pihak pemberi sanda yang mendatangi pihak penerima sanda 

untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun 

kelapanya sebagai jaminan hutang. Kemudian dalam transaksi tersebut 

hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat-menyurat 

kepemilikan kebun kelapa dan biasanya kebun kelapa tersebut diambil 

hasilnya. Terkait pendapat mengenai sanda kebun kelapa informan 

mengatakan bahwa dalam praktek sanda sistem seperti itu kurang setuju 

kecuali bagi hasil dan kalau bisa selama pemberi sanda belum bisa 

melunasi utang kebunnya dirawat. Kemudian transaksinya seharusnya 

dibatasi waktu. Dan dalam perjanjian seharusnya dilakukan secara 

tertulis ada hitam di atas putih menggunakan materai  dan dihadiri para 

saksi agar ada kekuatan hukumnya. 

b. Informan tokoh agama  

Nama  : MA 

Pekerjaan : Petani/Pekebun 

Alamat  : Jl. Babussuhada  

Umur   : 35 Tahun 

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara 
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kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang 

memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali 

ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik sanda 

tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur? Informan menjawab: 

Terkhusus di tempat sini mengenai sanda itu sudah banyak 

terjadi dalam prakteknya di kampung-kampung namun tidak 

semua juga hanya kebanyakan, cuman kebanyakan kelihatannya 

siapa yang menerima sanda dia yang berhak memakainya 

berhak memetik buahnya. Kalau bab dalam masalah kelapa 

segalanya dia yang memetik buahnya bahkan yang paling 

mengerikan itu apabila memotong rumput urusannya nanti 

diserahkan dengan yang punya kebun. Misalnya si pemberi 

sanda belum bisa menebus kebun tersebut maka buahnya akan 

dipetik terus sampai bisa bayar dan seandainya bisa bayar 

misalnya si A (pemberi sanda) bilang, “Dalam bulan ini 

inshaAllah mau saya bayar utang saya dengan kamu”. 

Kemudian si B (penerima sanda) menjawab, “nanti dulu ya saya 

mau memetik buahnya sekali lagi” katanya. Jadi itulah daripada 

pemahaman masyarakat kita di sini. Yaitu salah satu daripada 

yang saya ketahui di daerah sini. Di sini salah satu kasusnya 

adalah sanda antara si MR dan AH. MR berutang uang dengan 

menyandakan tanah kebun kelapa melalui perantara si DL. Jadi 

yang saya ketahui si MR mengambil uang dengan si DL. 

Kemudian si DL atas kebun MR pinjam uang dengan si AH. 

Selanjutnya si MR mengambil uang dengan DL karena yang 

mengurus kebun si DL. Dengan jaminan kebun kelapa dengan 

sistem yang sama buahnya diambil/dimanfaatkan selama belum 

bisa menebus utang. Kemudian dalam transaksinya pun hanya 

dilakukan secara lisan saja.
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Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan 

bagaimana pendapat bapak mengenai praktek sanda tanah tersebut? 

Informan menjawab: 

Jelas kami tidak mengizinkan kalau sanda-menyanda sistem yg 

seperti itu. Kalau mau tanah yang disandakan dijual, jual 
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sekalian dari pada seperti ini karena sama saja kita mengizinkan 

penerima sanda mengambil hak kita sama seperti riba. Akhirnya 

kita tidak dapat apa-apa kebun rusak tidak dirawat, tapi hasil 

buah kelapa diambil/dimanfaatkan. Kebanyakan transaksi juga 

hanya dilakukan secara lisan tidak secara tertulis. Harusnya 

transaksinya dilakukan secara tertulis agar suatu saat tidak ada 

yang merasa dirugikan.
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Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan 

menyatakan bahwa dalam praktik sanda masyarakat Kecamatan Teluk 

Sampit, pihak pemberi sanda yang mendatangi pihak penerima sanda 

untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun 

kelapanya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam transaksi tersebut 

hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat menyurat 

kepemilikan kebun kelapa dan biasanya kebun kelapa tersebut diambil 

hasilnya tapi dalam pembersihan atau perawatannya dilimpahkan kepada 

penerima sanda. Terkait pendapat mengenai sanda kebun kelapa 

informan mengatakan bahwa dalam praktek sanda sistem sanda seperti 

itu tidak setuju karena sama saja kita mengizinkan penerima sanda 

mengambil hak kita sama halnya seperti riba. Kemudian transaksinya 

seharusnya dibatasi waktu, selama kebun belum bisa dilunasi seharusnya 

kebun juga dirawat dan perjanjian sebaiknya dilakukan hitam di atas 

putih serta dihadiri para saksi. 

c. Informan Tokoh Agama 

 

Nama  : MD 

Pekerjaan : Petani/Pekebun 
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Alamat : Jl. Samuda Ujung Pandaran 

Umur  : 51 Tahun 

Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara 

kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang 

memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali 

ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik sanda 

tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur? Informan menjawab: 

Yang saya ketahui praktek sanda di sini ketika ada keperluan 

mendesak mau tidak mau menyandakan kebun kelapa sebagai 

jaminan. Dalam sanda biasanya orang yang perlu uang 

mendatangi siapa yang bisa meminjamkan uang sesuai 

kebutuhan. Kemudian si pemberi sanda mengatakan kepada si 

penerima sanda saya sedang butuh uang saya punya kebun 

kelapa di lokasi ini, kalau sudah punya uang nanti lagsung saya 

bayar. Ketika sudah saling sepakat, penerima sanda 

menyerahkan uang, kemudian pemberi sanda menyerahkan 

kebun kelapa sebagai barang jaminan yang dilakukan secara 

lisan. Untuk sistem di sini biasa selama masih belum bisa 

menebus kebun maka diambil/dimanfaatkan hasilnya. Tapi itu 

sudah ada kesepakatan sebelumnya. Karena kalau tidak seperti 

itu tidak bisa mendapatkan pinjaman uang. Uang ditukar dengan 

kebun sementara seperti itu.
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Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan 

bagaimana pendapat bapak mengenai praktek sanda tanah tersebut? 

Informan menjawab: 

Kalau tanggapan saya dalam hal sanda memang ketika 

melakukan sanda biasa syaratnya harus ada barang sebagai 

jaminan. kalau tidak seperti itu sulit si pemberi sanda 

memberikan pinjaman uang karena uang yang dipinjam pun 

jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi, lebih baiknya kalau barang 

yang dijadikan jaminan tidak diambil manfaat hasilnya karena 
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itu sama saja dengan riba. Dalam Islam terkait transaksi sanda 

tidak boleh ada imbalan, diniatkan karena hanya sebatas 

membantu. Kecuali kalau mau dimanfaatkan hasilnya bisa 

dibagi dua dengan si pemberi sanda ketika hasil panen buah 

kelapa, uang tersebut bisa dipakai untuk menutupi utang 

daripada si pemberi sanda kepada penerima sanda. Sehingga 

pemberi sanda merasa diringankan. Kemudian seharusnya 

transaksi sanda ini dilakukan secara tertulis dan dihadirkan para 

saksi agar tidak ada yang merasa dirugikan.
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Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan 

menyatakan bahwa dalam praktik sanda masyarakat Kecamatan Teluk 

Sampit, pihak pemberi sanda yang mendatangi pihak penerima sanda 

untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun 

kelapanya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam transaksi tersebut 

hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat menyurat 

kepemilikan kebun kelapa. Terkait pendapat mengenai sanda kebun 

kelapa informan mengatakan bahwa dalam praktik sanda sistem sanda 

seperti itu lebih baiknya kalau barang yang dijadikan jaminan tidak 

diambil manfaat hasilnya karena itu sama saja dengan riba. Kemudian 

harus diberi jatuh tempo dan perjanjian sebaiknya dilakukan hitam di atas 

putih serta dihadiri para saksi. 

d. Informan Tokoh Masyarakat 

 

Nama  : MN 

Pekerjaan : Guru 

Alamat : Jl. Babussuhada  

Umur  : 32 Tahun 
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Pada tanggal 11 September 2022 peneliti melakukan wawancara 

kepada informan. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang 

memang dibutuhkan dalam menganalisis. Adapun data yang telah digali 

ketika peneliti bertanya apa yang bapak ketahui mengenai praktik sanda 

tanah kebun kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur? Informan menjawab: 

Yang saya ketahui kalau sistem sanda kebun sudah ada dari 

zaman dulu turun temurun artinya sanda itu pinjam uang tapi 

dibayar hasil kebun. Kalau melihat keadaan sekarang sama 

merugikan yang punya kebun karena yang punya kebun tidak 

menikmati sama sekali hasilnya dan utangnya tidak pernah 

berkurang walaupun hasil kebun itu diambil kecuali dibayar 

lunas hasil tadi. Bahkan sampai dalam hal pembersihan 

kebunnya dilimpahlan lagi ke yang punya kebun jadi makin 

lama utang yang punya kebun bertambah itulah yang membuat 

bisa bengkak lama kelamaan dijual oleh yang pemilik kebun dan 

harganya juga karena kebunnya tidak dirawat jadi nilai jualnya 

rendah makanya yang kejadian yang punya salah satu penduduk 

di sini itu hasil sandanya setengah dari hasil jual yang punya 

sandaan Rp20.000.000 ditawar oleh penerima sanda 

Rp40.000.000 dan dan hasil kebunnya pun tidak pernah dirawat 

cuman diambil buahnya saja. Adapun yang tadi panjang 660 

meter, lebar 13 m itu paling yang bisa diambil panjang 100 m 

yang awalnya pertama disandakan semuanya bisa diambil. 

Namun lama-kelamaan karena yang punya sanda tidak mau 

ambil pusing dia hanya mau mengambil hasil tidak mau 

mengeluarkan uang untuk membersihkan kebun kalau 

membersihkan kebun dilimpahkannya ke pemilik kebun lagi.
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Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan 

bagaimana pendapat bapak mengenai praktek sanda tanah tersebut? 

Informan menjawab: 

Kalau bisa dihapuslah sistem sanda seperti itu karena yang 

punya kebun tidak bisa menyentuh kebun tersebut padahal dia 

yang punya kebun. Terus yang meminjamkan juga harus tahu 
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jangan hanya mengambil manfataat hasilnya saja. Kemudian 

tidak merawat makanya kalau sanda seperti itu dengan 

perjanjian berapa lama, karena jika tidak dibatasi waktunya 

lama-kelamaan kebun akan rusak. Kemudian transaksi kalau 

bisa dilakukan secara tertulis, perjanjian hitam diatas putih dan 

dihadirkan para saksi. Agar di antara para pihak tidak ada yang 

merasa ditugikan.
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Pernyataan di atas menjawab pertanyaan dari peneliti. Informan 

menyatakan bahwa dalam praktik sanda masyarakat Kecamatan Teluk 

Sampit, pihak pemberi sanda yang mendatangi pihak penerima sanda 

untuk meminta bantuan meminjam uang dengan menawarkan kebun 

kelapanya sebagai jaminan utang. Kemudian dalam transaksi tersebut 

hanya dilakukan secara lisan tidak menyerahkan surat menyurat 

kepemilikan kebun kelapa dan biasanya kebun kelapa tersebut diambil 

hasilnya tapi dalam pembersihan atau perawatannya dilimpahkan kepada 

penerima sanda. Terkait pendapat mengenai sanda kebun kelapa 

informan mengatakan bahwa dalam praktik sanda sistem seperti itu 

sebaiknya dihapus, harus dibatasi waktu, selama kebun belum bisa 

dilunasi seharusnya kebun juga dirawat dan perjanjian sebaiknya 

dilakukan hitam di atas putih serta dihadiri para saksi. 

C. Analisis  

1. Mekanisme Transaksi Sanda Tanah Kebun Kelapa di Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur 

Berdasarkan hasil observasi bahwa pada tahun 2022 ada 3 orang 

yang melakukan transaksi sanda tanah kebun kelapa yang mana perjanjian 
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tersebut hanya dilakukan secara lisan, adanya pemanfaatan barang sanda 

dan tidak adanya batas waktu.
160

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan Subjek MR (pemilik tanah), 

DL (penggarap sekaligus pemberi sanda), AH (penerima sanda), DN 

(informan), MA (informan), MD (informan) dan MN (informan) bahwa 

mekanisme transaksi sanda tanah kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:  

a. Akad Secara Lisan  

Pada praktiknya sanda yang dilakukan di Kecamatan Teluk 

Sampit yakni orang yang menyandakan (rahin) dan orang yang 

menerima sanda (murtahin) melakukan akad sanda dengan cara yang 

sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak 

ketika akad sanda tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak kebun 

serta menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebun kelapa 

yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, 

kesepakatan tentang pengembalian utang sanda sampai rahin bisa 

melunasi utangnya, maka sudah terjadilah akad sanda meskipun tanpa 

adanya bukti tertulis maupun saksi. 

Dalam pelaksanaan transaksi sanda tersebut sebagaimana yang 

peneliti temui di lapangan yang melakukan transaksi sanda sebagaimana 

yang dijelaskan oleh MR, AH, dan DL, mereka telah melakukan praktik 

sanda dengan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan. Mereka 
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mengatakan bahwa praktik tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan 

tolong-menolong antar masyarakat. Sehingga perjanjian tersebut hanya 

dilakukan secara lisan karena mengingat pihak pemberi sanda (rahin) 

maupun pemilik  tanah adalah orang yang sudah lama dikenal dan 

memiliki barang yang memiliki nilai ekonomis yang bisa dijadikan 

barang jaminan. Selanjutnya pihak informan juga menambahkan yaitu 

DN, MA, MD, dan MN bahwa praktik sanda hanya dilakukan  secara 

lisan yang mana pihak penerima sanda (murtahin)  dan pemberi sanda 

(murtahin) sudah terbiasa dengan perjanian secara lisan yang mana kedua 

belah pihak saling percaya saja. 

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat kedua 

belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat 

apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya juga kecil, 

misalnya perjanjian utang piutang yang nilainya sebesar Rp10.000, 

perjanjian jual beli durian seharga Rp50.000, dan sebagainya. 

Kebanyakan perjanjian secara lisan dilakukan karena para pihak merasa 

saling percaya.161 Pada dasarnya boleh saja melakukan perjanjian secara 

lisan jika jumlah uang yang dipinjamkan nilainya kecil. Namun, pada 

umumnya jika uang yang dipinjamkan nilainya besar sebaiknya dibuat 

secara tertulis.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perjanjian 
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dengan jumlah uang yang besar yang dilakukan secara lisan akan 

memiliki risiko tinggi. Kelemahannya, apabila debitur ingkar janji atau 

bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, apalagi berbalik 

menuduh pihak kreditur yang mengada-ada, akan mengalami kesulitan 

untuk membuktikan adanya perjanjian utang-piutang dengan risiko 

uangnya hilang.  

Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah 

untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa 

para pihak yang berjanji. Dengan menunjukkan surat perjanjian akan 

dapat mengungkapkan peristiwa yang diperbuat di masa yang lalu. 

Karena pertimbangan tersebut ataupun pertimbangan lain, maka sangat 

relevan sekali jika Allah melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad 

utang-piutang tersebut ditulis. Penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk 

dipersaksikan lagi kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di 

kemudian hari ada saksi yang meluruskan dan tentunya saksi itu harus 

adil.162 

b. Pemanfaatan Barang Sanda 

Sanda  dalam pandangan masyarakat  Kecamatan Teluk Sampit 

digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan 

harta benda/barang berharga, yang dalam masyarakat Kecamatan Teluk 

Sampit tersebut menjadikan kebun kelapanya sebagai jaminannya. Dalam 

pelaksanaan transaksi sanda tersebut sebagaimana yang peneliti temui di 
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lapangan yang melakukan transaksi sanda sebagaimana yang dijelaskan 

salah satunya MR, AH, dan DL, mereka telah melakukan praktik sanda. 

Namun dalam permasalahan sanda ini pihak rahin menyandakan kebun 

kelapa milik bosnya sebagai barang jaminan kemudian diserahkan 

kepada pihak penerima sanda (murtahin), dan dikuasai serta 

dimanfaatkan olehnya sampai pemberi sanda (rahin) dan pemilik tanah 

dapat mengembalikan utang yang diambilnya. Selanjutnya pihak 

informan juga menambahkan yaitu DN, MA, MD, dan MN hingga 

sampai saat ini praktik sanda masih dilakukan yang mana pihak 

penerima sanda (murtahin) dalam praktiknya kebun kelapa dimanfaatkan 

hasilnya sampai si rahin atau pemilik tanah bisa melunasi utangnya.   

c. Batas Waktu  

Menurut Mazhab Hanafi utang piutang itu sendiri adalah 

hukumnya mubah bagi yang mengutagi karena sifatnya menolong 

sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang 

benar-benar sangat membutuhkan.163 Meskipun hukumnya mubah, 

namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali 

seseorang yang telah meminjam suatu benda atau uang tidak 

mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesepakatan 

pengembalian. Batas waktu atau jatuh tempo memiliki pengertian batas 

waktu atau batas akhir pelaksanaan suatu transaksi.
164

 

Berdasarkan keterangan subjek MR (pemilik kebun), DL 
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(penggarap sekaligus pemberi sanda), AH (penerima sanda), DN 

(informan), MA (informan), MD (informan), dan MN (informan) bahwa 

batas waktu merupakan salah satu alasan AH (penerima sanda) tidak 

menggunakan batas waktu dalam pengembalian utang karena atas dasar 

kepercayaan dan tolong menolong. Karena sebelumnya sudah pernah 

meminjam yang awal tidak pernah bermasalah. Batas waktu dalam hal ini 

yaitu kepercayaan penerima sanda (murtahin) terhadap tanggung jawab 

pemilik tanah dan pemberi sanda (rahin) yang mampu  mengembalikan 

pinjamannya sesuai dengan kesepakatan pihak murtahin degan rahin dan 

pemilik tanah.  

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan teori 

perlindungan hukum agar para pihak tidak merasa dirugikan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum bahwa seorang pemegang sanda harus 

mempunyai alat bukti berupa surat perjanjian yang mereka sepakati 

bersama dan dibuat secara tertulis serta dilegalkan oleh aparat setempat 

minimal kepala desa diikuti oleh para saksi-saksi ditandatangani oleh 

kedua belah pihak, aparat desa dan saksi-saksi. Perlindungan hukum 

adalah suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau 

dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut.165 

Pihak rahin maupun murtahin berhak memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang di 

masyarakat tersebut dengan menggunakan perjanjian tertulis seperti 
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perjanjian hitam di atas putih menggunakan materai dan adanya para 

saksi. 

Transaksi sanda mendapat perlindungan hukum jika dilakukan 

secara sah, dikatakan sah jika dilakukan secara terang yaitu di depan 

kepala adat/pengurus desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yakni Pasal 16 ayat (1) jo 

Pasal 53 yang menyatakan bahwa hak gadai sebagai hak memiliki sifat 

sementara. Yang dimaksud sifat sementara yaitu membatasi sifat-sifatnya 

yang bertentangan dengan  asas-asas dalam UUPA dimana hak tersebut 

akan dihapus dalam waktu yang singkat dan digantikan dengan suatu 

undang-undang. Sementara sebelum dihapuskan harus diatur sedemikian 

rupa sehingga unsur-unsur bersifat pemerasan bisa dihilangkan.  

Serta dengan menggunakan teori ini masyarakat akan merasa 

lebih aman karena adanya perlindungan hukum yang diberikan. Namun 

pada kenyataanya banyaknya masyarakat yang masih melakukan 

transaksi sanda secara lisan dan tidak adanya batas waktu, tidak 

melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang seperti 

kepala desa atau aparat desa karena alasan-alasan salah satunya tidak 

ingin mengurusnya atau melaporkannya, padahal sudah sangat jelas 

pihak desa akan memberi bantuan kepada masyarakat yang melakukan 

transaksi sanda, karena hal seperti ini akan membuat permasalahan ini 

tetap berlanjut dan akan terjadi kejadian yang berulang-ulang kembali 

sebelum adanya pelaporan atau izin dari aparat desa yang diberikan oleh 



 

    

 

masyarakat yang menjadi korban. 

2. Tanggung jawab pembayaran hutang dalam penyelesaian sanda tanah 

oleh Penggarap di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 

Timur 

Gadai menurut syari‟at Islam berarti pengekangan atau 

keharusan.166 Sehingga dengan akad gadai (sanda) menjadikan kedua belah 

pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Terhadap orang yang 

mempunyai utang bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, sedangkan 

orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin  keutuhan 

barang jaminan. Apabila utang itu telah dibayar, maka pengekangan atau 

keharusan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari 

tanggung jawab masing-masing.  

a. Adanya Pengalihan Tanggung Jawab atas Tanah Sanda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yaitu Bapak 

MR,  DL selaku rahin (pemberi sanda), AH selaku murtahin (penerima 

sanda), DN (informan), MA (informan), MD (informan), dan MN 

(informan). Hal ini dijelaskan, mereka mengatakan bahwa alasan 

pembatalan sepihak/pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh 

penggarap/pemberi sanda ialah karena keadaan ekonomi yang susah, 

sehingga pihak penggarap (pemberi sanda) mengalihkan tanggung jawab 

kepada pemilik tanah.  

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang 
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dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan 

melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar 

ganti rugi. Sedangkan teori tanggung jawab merupakan teori yang 

mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau 

pelaku memikul biaya atau kerugian.  

Jadi dapat dikaitkan dalam teori tanggung jawab diatas 

seharusnya pihak penggarap melakukan kewajibannya sebagai pemberi 

sanda, yang terlebih dahulu mencari tau bukti-bukti yang terjadi apakah 

itu benar kesalahan dari penggarap atau kesalahan dari pemilik 

tanah/penerima sanda. Ada tanggung jawab baik dari penggarap untuk 

menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara musyawarah, 

seharusnya penggarap memberitahu kalau tidak bisa membayar utang 

dengan penerima sanda kepada pemilik tanah. Dan penerima sanda 

memberikan kesempatan kepada penggarap (pemberi sanda) dan pemilik 

tanah untuk menebus tanahnya. Akan tetapi dalam konteks ini pihak 

penggarap tidak melakukan kewajibannya sebagai pemberi sanda, yang 

mana pihak penggarap (pemberi sanda) ketika penerima sanda 

melakukan penagihan terkait utang sanda, tetapi pihak penggarap tidak 

mau membayar dikarenakan ekonomi yang susah. Dalam hal ini 

penggarap selaku pemberi sanda tidak mengikuti konsep bertanggung 

jawab, karena pihak penggarap tidak memberikan kesempatan kepada 

penerima sanda untuk berdiskusi dan pihak penggarap juga tidak ada 

itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak ada tanggung jawab 



 

    

 

yang dijalankan oleh penggarap.  

b. Tanggung jawab penerima barang jaminan (murtahin) 

Keberadaan barang jaminan (marhun) yang berupa kebun kelapa 

tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua 

belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang 

dirugikan. Terkait tanggung jawab tanah sanda, agar tidak terjadinya 

adanya pihak yang dirugikan, maka perlu adanya kerjasama antara 

pemberi sanda (rahin) dan penerima sanda (murtahin). Adanya 

pengambilan manfaat hasil kebun kelapa dikarenakan sudah menjadi 

sistem sanda yang biasa dilakukan masyarakat di Kecamatan Teluk 

Sampit. Adapun untuk hasil buah kelapanya diambil kemudian untuk 

kebunnya tidak dirawat oleh si penerima sanda (murtahin).  

Dalam pelaksanaan transaksi sanda tersebut sebagaimana yang 

peneliti temui di lapangan yang melakukan transaksi sanda sebagaimana 

yang dijelaskan salah satunya, MR, AH, dan DL, mereka telah 

melakukan praktik sanda yang mana barang jaminan berupa kebun 

kelapa diambil hasilnya namun kebunnya tidak dirawat, tidak adanya 

tanggung jawab dari pihak penerima sanda (murtahin) untuk merawat 

kebun tersebut. Selanjutnya pihak informan juga menambahkan yaitu 

DN, MA, MD, dan MN yang mana pihak penerima sanda (murtahin) 

dalam praktiknya kebun kelapa dimanfaatkan hasilnya sampai si rahin 

atau pemilik tanah bisa melunasi utangnya sedangkan kebunnya tidak 

dirawat. 



 

    

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat dipahami praktek sanda 

dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan pemberi sanda 

dan pemilik tanah rugi, karena selain penggarap (pemberi rahin) ataupun 

pemilik tanah tidak bisa mengelola kebunnya, mereka pun sama sekali 

tidak mendapatkan bagi hasil dari kebun miliknya dan setelah kebun 

ditebus kembali kepada pemiliknya, kebun tersebut sudah rusak karena 

tidak dirawat oleh penerima sanda (murtahin) sehingga hasilnya ketika 

digarap nanti akan sangat jauh berbeda ketika kebunnya dirawat. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam praktik sanda 

tersebut tanggung jawab kebun terkait perawatannya dilimpahkan kepada 

pemberi jaminan (rahin) dan pemilik tanah.  

Menurut analisa peneliti dari tanggung jawab pembayaran utang 

dalam penyelesaian sanda tanah, yang bermasalah adalah penerima 

sanda (murtahin) bukan penggarap (pemberi sanda) ataupun pemilik 

tanah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan 

oleh penerima sanda (murtahin) yang tidak bertanggung jawab atas 

kesalahannya, hanya mengambil hasilnya dan tidak merawat kebunnya 

yang menyebabkan rusaknya kebun tersebut. Maka dari itu muncullah 

perbuatan melawan hukum bahwa pihak murtahin tidak melaksanakan 

kewajibannya untuk merawat kebun, murtahin harus bertanggung jawab 

atas kerugian yang dialami pemilik tanah. Yang bertanggung jawab atas 

kesalahan adalah murtahin bukan pemilik tanah. Menurut Hans Kelsen, 

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu 



 

    

 

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa 

dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 

bertentangan.
167

 

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang 

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan 

melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar 

ganti rugi. Sedangkan teori tanggung jawab merupakan teori yang 

mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau 

pelaku memikul biaya atau kerugian.
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Dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab di atas, penerima 

sanda (murtahin) hanya sebatas menjaga barang jaminan yang berupa 

kebun kelapa, dalam konteks ini penerima sanda (murtahin) melakukan 

kesalahan akibat tidak dirawatnya kebun tersebut yang dilakukan oleh 

penerima sanda (murtahin). Hal tersebut sepenuhnya menjadi kesalahan 

dari pihak penerima sanda (murtahin). Meskipun kebun itu bukan milik 

penerima sanda (murtahin), tapi pihak murtahin juga harus ikut serta 

dalam hal tanggung jawab seperti merawat kebun itu agar tidak rusak, 

dan penerima sanda (murtahin) tersebut tidak melaksanakan 

kewajibannya kepada pihak pemilik tanah yang mana penerima sanda 

(murtahin) tidak merawat kebun hanya mengambil hasil kebun kelapa.  

Munculnya tanggung jawab dibidang hukum perdata disebabkan 

karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi atau melakukan 
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perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan 

sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek 

hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau 

dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi atau 

membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana 

yang tercantum dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu kerugian yang 

telah diterimannya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian. 

Pada prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat penting 

dalam hukum perjanjian ataupun hukum perlindungan konsumen. Secara 

umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai 

berikut:
169

 

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability 

based on fault). 

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam 

hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. 

Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi 

orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak 

korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah 

harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Karena unsur 

wanprestasi itu ada unsur kesalahan maka pihak penerima sanda 

(murtahin) termasuk kedalam poin tersebut. Dalam hal ini maka 

seharusnya pihak penerima sanda (murtahin) bertanggung jawab 
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membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Dan 

pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan semua kesalahan 

dari pihak penerima sanda (murtahin), pembuktian tersebut hanya ada 

pada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pemilik tanah.  

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumtion of 

liability) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban 

pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat 

membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan 

diberikan. Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk 

selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup 

transaksi konsumen yang sangat terbatas. Dalam konteks ini pihak 

penerima sanda (murtahin) masuk ke dalam poin tanggung jawab 

praduga, karena pihak penerima sanda (murtahin) meskipun tidak 

melakukan kesalahan tetapi pihak penerima sanda (murtahin) tetap 

melakukan tanggung jawab yang hanya sebatas sebagai penerima 

barang jaminan. Tanggung jawab sepenuhnya hanya diberikan kepada 

pihak pemilik tanah. 

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung 

jawab adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor 



 

    

 

yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah 

tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 

Dalam hukum Islam, tanggung jawab akad disebut Ḍāmān al-

‘aqd adalah satu bagian dari ajaran tentang tanggung jawab perdata 

secara keseluruhan dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut 

ḍāmān al-‘udwān yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang 

lain (perbuatan melawan hukum perdata). Ḍāmān dalam hukum Islam 

terbagi menjadi 2 yaitu:
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a) Ḍāmān al-‘aqd, yaitu tanggung jawab perdata yang memberikan ganti 

rugi yang bersumber dari ingkar akad. 

b) Ḍāmān al-‘udwān, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan 

ganti rugi yang bersumber dari perbuatan merugikan atau perbuatan 

melawan hukum. 

Dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa dalam 

Islam, penerima sanda (murtahin) harus merawat kebun kelapa tersebut 

yang merugikan pihak pemilik tanah yang merasa dirugikan atas 

perbuatan penerima sanda (murtahin) yang tidak merawat atau 

membiarkan kebun sebagai barang jaminan rusak. Dari uraian di atas 

peneliti menarik kesimpulan apabila dikaitkan dengan teori tanggung 

jawab, maka apabila terjadi suatu transaksi sanda dari penerima sanda 

(murtahin) yang tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan 

kewajiban atas perbuatannya, penerima sanda (murtahin) wajib 
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bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau 

kelalaian. Adapun akibat hukum bagi penerima sanda (murtahin) yang 

tidak mempunyai itikad baik untuk merawat kebun tersebut adalah 

berupa hukuman atau sanksi. Seharusnya pihak penerima sanda 

(murtahin) tidak membiarkan kebun kelapa yang disandakan rusak atau 

dibiarkan tidak dirawat yang dapat merugikan pemilik tanah.  

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Sanda Tanah 

Kebun Kelapa di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 

Timur 

a. Dilihat dari Segi Pelaksanaannya 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

pengambilan manfaat atas hasil kebun kelapa yang telah dilakukan oleh 

murtahin dan perawatannya yang dilimpahkan kepada pemberi sanda 

(rahin) dan pemilik tanah. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, bentuk 

sanda yang ada di Kecamatan Teluk Sampit secara rukun sanda telah 

terpenuhi dan sah menurut hukum Islam tetapi dari pelaksanaannya 

muncul masalah terkait hasil pemanfaatan kebun yang harusnya milik 

rahin atau pemilik tanah beralih ke murtahin setelah terjadinya akad. 

Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas pengelolaan 

serta mengambil manfaat dari kebun itu adalah rahin dan pemilik tanah.  

Hal ini sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat Kecamatan 

Teluk Sampit, bahwa setelah akad dilaksanakan yang berhak 

memanfaatkan kebun adalah penerima sanda (murtahin). Apabila rahin 



 

    

 

dan pemilik tanah belum bisa mengembalikan utangnya, maka kebun 

tersebut masih dalam penguasaan murtahin sampai rahin dan pemilik 

tanah melunasi utangnya. 

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, sanda tanah kebun 

kelapa tersebut tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh 

pelaksanaan sanda kebun kelapa yang terdapat unsur riba dari 

pemanfaatan atas hasil panen buah kelapa yang disandakan, dan tidak 

ada batas waktu berakhirnya pelaksanaaan sanda tersebut, sehingga jelas 

tidak sesuai dengan syariat Islam. Jika dilihat dari maslahat dan 

mafsadatnya dari pelaksanaan sanda kebun kelapa tersebut lebih banyak 

mudharatnya karena ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah. 

Kemudian dalam hal transaksi yang dilakukan masyarakat kecamatan 

Teluk Sampit yang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat 

perjanjian kedua belah pihak antara penyanda (rahin) dan dan penerima 

sanda (murtahin), yang mana dalam Islam sudah dijelaskan dalam firman 

Allah: 

 ُْ ُ ر ْٕ ْْ وُ ئِ َٚ ٰٝ ُْ ذجَِذُٚاْ وَاذثِاً فشَِ  ػٍََ مْثُٛضَحٌ  ٰ٘ عَفَش ٌٍَٚ َِّ  ٌٓ  ْْ ُْ  فَاِ َٓ تؼَْضُىُ ِِ أَ

َٓ أَ  ِّ ُ ١ٍْإَُدِّ اٌَّزِٜ اؤْذ ُ  ۥأرََُٗ َِ تؼَْضًا فَ ١َرَّكِ اللَ سَتَّٗ ٌْ َٚ   َٚ ٛا ا  ُّ  ۚ   ادجََ َٙ ٌشَّ تََ ذىَْرُ

ا فَاِ  َٙ ّْ ُ ٓ ٠ىَْر َِ ٍْثُُٗ   ۥُٓٗ َّٔ َٚ ٌُ لَ ٌُ ۥ   ءَاثِ ١ٍِ َْ ػَ ٍُٛ َّ ا ذؼَْ َّ اللُ تِ َٚ 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Q.S Al-

Baqarah (2): 283)
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 Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhannya. Dan, janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, barang siapa yang 
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menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
172

 

 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sebaiknya jika kita 

melakukan transaksi sanda atau hal semacamnya lebih baik membuat 

surat perjanjian antara kedua belah pihak, dan ada orang yang menjadi 

saksi terhadapnya untuk memperkuat akad sanda agar tidak terjadi 

permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan 

dikemudian hari.  

Menurut MR, ia menyandakan kebun kelapa melalui perantara 

DL karena sedang dalam keadaan terdesak dan kebetulan mempunyai 

utang kepada DL dengan jumlah yang banyak. Ia pun menjelaskan bahwa 

pengambilan manfaat dari hasil kebun kelapa sudah menjadi kesepakatan 

diawal akad karena jika tidak mengizinkan tidak bisa mendapatkan 

pinjaman uang/utang.  

Menurut DL, ia menyandakan kebun kelapa milik MR atas 

persetujuannya karena MR punya utang kepada saya dan sekaligus 

membantu karena saya yang mengelola kebunnya. DL pun menjelaskan 

bahwa ia mengetahui bahwa ketika menyanda kebun barang yang 

menjadi  jaminan dimanfaatkan hasilnya. 

Menurut AH, ia mengatakan DL datang ke rumah dengan 

persetujuan MR untuk menyandakan kebun sebagai barang jaminan. Ia 

pun menjelaskan bahwa selama pemberi sanda dan pemilik tanah belum 
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bisa menebus kebun tersebut AH mengambil/memanfaatkan hasilnya. 

Menurut hemat peneliti, dapat disimpulkan dalam 

pelaksanaannya sanda kebun kelapa di Kecamatan Teluk Sampit 

berdasarkan ayat diatas tidak sesuai menurut hukum ekonomi syariah, 

yang mana sudah ditegaskan bahwa seharusnya dalam transaksi harus 

adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan ada orang yang 

menjadi saksi, namun kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Kemudian 

adanya pengambilan manfaat barang sanda yang mana barang jaminan 

yang diberikan tujuannya hanya sebagai jaminan bukan pemindahan 

kepemilikan. Penerima sanda (murtahin) tidak mempunyai hak atas 

barang jaminan tersebut kecuali untuk mengganti biaya perawatan kebun, 

penerima sanda (murtahin) baru boleh mengambil hasilnya seimbang 

dengan biaya perawatan kebun. Dan tidak adanya batas waktu yang 

diberikan sehingga mengakibatkan rusaknya kebun yang terlalu lama 

diambil hasilnya jika tidak diberikan batas waktu.  

b. Dilihat dari Segi Rukunnya 

Jika dilihat dari segi rukunnya, perjanjian akad sanda dipandang 

sah dan benar menurut syari‟at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat 

yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut: 

1) Rukun Sanda 

Yang termasuk rukun sanda ialah sebagai berikut: 

a) Pihak yang menyandakan (Rahin)  

b)  Pihak yang menerima sanda (Murtahin) 



 

    

 

c) Objek yang disandakan (Marhun) 

d)  Utang (Marhun bih) 

e) Ijab dan kabul (Sighat).
173

  

2) Syarat Sanda 

Sebagaimana dalam sanda, apabila salah satu rukun atau 

syarat sahnya sanda tersebut tidak terpenuhi, maka sanda tersebut 

tidak sah/batal. Dilihat dari sisi rukunnya, pelaksanaan sanda kebun di 

Kecamatan Teluk Sampit sudah sesuai dengan rukun sanda dalam 

Islam yang mana ada 4 (empat) rukun yang telah disebutkan yaitu 

dengan  adanya penyanda, penerima sanda, barang yang disandakan 

dan utang yang dipinjamkan (marhun bih). Namun dalam hal ini 

pemberi sanda bukan pemilik tanah asli melainkan hanya sebagai 

penggarap kebun. Namun, hal tersebut dilakukan penggarap (pemberi 

sanda) atas persetujuan pemilik tanah.  

Namun jika diteliti lebih jauh syarat-syarat sanda yang ada di 

Kecamatan Teluk Sampit terdapat beberapa ketidaksesuaian antara 

syarat-syarat sanda yang berlaku di dalam Islam/ fiqih muamalah, 

yaitu syarat mengenai marhun (barang yang disandakan), marhun bih 

(utang) dan shighat ijab qabul (persyaratan kesepakatan), berikut 

penjelasannya: 

a) Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi karena para 

pelaku sanda memiliki kecakapan hukum (baligh dan berakal). 
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b) Syarat baligh (dewasa) sudah terpenuhi karena para pihak pemberi 

sanda (rahin) dan penerima sanda (murtahin) yang melakukan 

sanda kebun kelapa adalah orang-orang yang sudah berumur 30 

tahun keatas atau bisa dikatakan sudah baligh dan berakal sehat. 

c) Terdapat wujud marhun, barang sanda yang dijadikan jaminan di 

Kecamatan Teluk Sampit adalah kebun kelapa yang sebagai 

sumber mata pencaharian masyarakat tersebut karena kebun kelapa 

memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi.  

Dilihat dari rukun dan syarat sanda diatas sudah jelas 

bagaimana ketentuan sanda, namun dalam praktik sanda kebun 

kelapa yang terjadi di Kecamatan Teluk Sampit adanya kebiasaan 

masyarakat yang mana dalam rukun dan syarat sanda, ijab qabul 

yang hanya dilakukan menggunakan lisan tanpa adanya surat 

perjanjian. Hal demikian bisa membuat transaksi sanda yang 

dilakukan menjadi batal, tidak sah. Transaksi yang dilakukan 

dengan lisan tanpa adanya surat perjanjian, seharusnya dalam 

transaksi tersebut harus jelas adanya surat perjanjian agar tidak 

menimbulkan permasalahn dikemudian hari.  

Syarat yang berkaitan dengan shighat tidak terpenuhi 

karena dalam perjanjian sanda biasanya disyaratkan penerima 

sanda harus menggarap kebun kelapa dan menikmati seluruh 

hasilnya. Hal ini bertentangan dengan fiqih muamalah karena hak 

kepemilikan kebun tetap ada pada pemberi sanda dan penerima 



 

    

 

sanda tidak berhak menggarapnya sebab kebun bukanlah sejenis 

kendaraan/hewan tunggangan yang membutuhkan biaya. 

c. Dilihat dari Segi objeknya 

Jika dilihat dari objeknya, barang sanda dapat dibedakan 

menjadi dua macam. Benda yang bersifat tetap dan benda yang bergerak. 

Jadi, pembiayaan barang sanda juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

barang yang membutuhkan biaya perawatan dan tidak membutuhkan 

biaya perawatan. Untuk biaya yang membutuhkan biaya perawatan 

murtahin diperbolehkan mengambil pemanfaatan barang sesuai dengan 

hasil biaya yang dikeluarkan untuk ongkos perawatannya, hal ini 

berdasarkan hadis: 

ًٍ أخَْثَشَٔاَ ػَثْذُ  مَاذِ ُِ  ُٓ ذُ تْ َّّ ذَ ُِ ْٓ اللِ أخَْثَشََٔا  دَذَّثََٕا  ِ ػَ ّٟ ْٓ اٌشَّؼْثِ صَوَش٠َِّاءُ ػَ

عٍََّ  َٚ  ِٗ ُْٕٗ لَايَ لاَيَ سَعُٛيُ اللِ صٍََّٝ اللُ ػ١ٍََْ َٟ للهُ ػَ ُ٘ش٠َْشَجَ سَضِ َُ أتَِٟ 
شْ  َِ  َْ ِٗ ئِراَ وَا ُٓ ٠شُْوَةُ تِٕفَمََرِ ْ٘ َْ ُ٘ اٌشَّ ِٗ ئِرَ وَا ُٓ اٌذَّسِّ ٠شُْشَبُ تِٕفَمََرِ ٌثََ َٚ ٛٔاً 

٠شَْشَبُ إٌَّفمََحُ  َٚ ػٍََٝ اٌَّزِٞ ٠َشْوَةُ  َٚ ُ٘ٛٔاً  شْ َِ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah 

mengabarkan kepada kami Zakariya‟ dari Asy-Sya‟biy dari Abu 

Hurairah radhiyallahu ‟anhu berkata: Rasulullah shallallahu‟alaihi 

wassalam bersabda: “(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan 

pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan 

dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan 

meminum susunya wajib membayar.  (Imam Bukhari-2329) 

 

Hadis di atas dapat dipahami bahwa  murtahin baru dapat 

memanfaatkan barang sanda, jika barang tersebut membutuhkan biaya 

perawatan atau pemeliharaan seperti halnya berupa hewan ternak yang 

memerlukan biaya perawatan.  

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan 



 

    

 

barang jaminan itu hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk 

mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah 

biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.
174

 

ْٓ  إَثَ دَذَّ  ٍُ دَذَّثََٕا صَوَش٠َِّاءُ ػَ ْٓ  أتَُٛ ٔؼ١َُْ شٍػَ ِِ َٟ اللُ ػَا ُ٘ش٠َْشَجَ سَضِ أتَِٟ 

 ِٗ ُٓ ٠شُْوَةُ تِٕفَمََرِ ْ٘ َْ ٠مَُٛيُ اٌشَّ ُ وَا َُ أََّٔٗ عٍََّ َٚ  ِٗ ًَّ اللُ ػ١ٍََْ ِ صَ ّٟ ْٓ إٌَّثِ ُْٕٗ ػَ ػَ

ُٓ اٌ ٠شُْشَبُ ٌثََ ُ٘ٛٔاًَٚ شْ َِ  َْ  ذَّسِّ ئرِاَ وَا
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim menceritakan 

kepada kami Zakariya‟ Amir dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw 

bersabda: “Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk 

dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan”. 

(Imam Bukhari)  

 

Selanjutnya dijelaskan dalam hadis, yaitu: 

: َُ ٍَّ عَ َٚ  ِٗ ١ْ ٍَ ػَ  ٟ اللُ ٍَ صَ  اللِ  يُ ْٛ عُ سَ  ايَ سضٟ الل ػٕٗ لَ  جَ شَ ٠ْ شَ ُ٘  ْٟ تِ اَ  ْٓ ػَ َٚ 

َْ ا وَ رَ  اِ  ِٗ رِ مَ فَ َٕتِ  ةُ وَ شْ ٠َ  شُ ْٙ اٌظَّ  َٚ ًٔ ْٛ ُ٘ شْ َِ  ا ا رَ اِ  ِٗ رِ مَ فَ َٕتِ  بُ شَ شْ ٠ُ  سِّ اٌذَّ  ُٓ ثَ ٌَ  ا 

َْ وَ  َٚ ًٔ ْٛ ُ٘ شْ َِ  ا  (ُّٞ اسِ خَ ثُ اٌْ  اُٖ َٚ )سَ  ُٗ رَ مَ فَ إٌَ بُ شَ شْ ٠ُ َٚ  ةُ وَ شْ ٜ ٠َ زِ اٌَّ  ًَ ػَ ا 
Abu Hurairah r.a. berkara, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: 

binatang tunggangan yang dirungguhkan atau diborongkan harus 

ditunggangi dipakai, disebabkan ia harus dibayar, air susunya boleh 

diminum diperas untuk pembayaran ongkosnya, orang-orang yang 

menunggangi dan meminum air susunya harus membayar biaya 

perawatannya. (HR. Bukhari).
175

 

 

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa murtahin boleh 

memanfaatkan barang sanda dengan syarat harus seimbang dengan 

pemakaian/pemanfaatan barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

biaya perawatan tersebut, dan tidak boleh berlaku zalim atau sampai 

membahayakan barang sanda tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Imam Hanbali.  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
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memanfaatkan jaminan utang, karena dia hanya berhak menguasainya 

dan tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Malikiyah membolehkan 

murtahin memanfaatkan borg jika diizinkan oleh rahin atau disyariatkan 

ketika akad dan barang itu dapat diperjualbelikan dan ditentukan 

waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Ulama 

Syafi‟iyah. Sedangkan Ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. 

Mereka berpendapat bahwa jika jaminan berupa hewan, murtahin boleh 

memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya dengan 

sekedar mengganti biaya meskipun tidak  diizinkan oleh rahin. Dan 

jaminan selain daripada hewan tidak diperbolehkan mengambil manfaat 

kecuali atas izin dari rahin. Karena barang sanda, kemanfaatan-

kemanfaatannya, dan apa yang dihasilkannya adalah milik rahin. Hal ini 

berdasarkan hadis: Dan dari Abu Hurairah r.a. Berkata, Rasulullah saw: 

( : َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ًَّ اللُ ػ١ٍََْ يُ اللِ صَ ْٛ ُْٕٗ لَايَ: لَايَ سَعُ ػَ ُٓ تََ ٠غٍَْكَُ  َٚ ْ٘ ْٓ  اٌَشَّ ِِ
ِٗ اٌََّزِٞ ُٗ  صَادِثِ ُِ ِٗ غُشْ ػ١ٍََْ َٚ  ,ُٗ ُّ ْٕ ََُٕ٘ٗ, ٌَُٗ غُ اُٖ اٌذَّاسَ  سَ َٚ ,  ( سَ ُّٟ لطُِْٕ

سِجَاٌَُٗ ثمَِاخٌ  َٚ  ,ُُ ٌْذَاوِ ا        . ئتََِّ َٚ

ِٖ ئِسْعَايأََّٔ  َٚ غ١َْشِ دَ  ُٚ ْٕذَ أتَِٟ داَ ذْفُٛظَ ػِ َّ ٌْ  ا
Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 

yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya. (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah). 

 

Dari bentuk sanda tanah kebun kelapa tersebut kebun kelapa 

dalam pemanfaatan barang sanda di Kecamatan Teluk Sampit kurang 

sesuai dengan prinsip muamalah. Karena  sanda bukan termasuk dalam 

akad pemindahan hak milik, sanda bukan merupakan kepemilikan 

keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, melainkan 



 

    

 

hanya sekedar untuk jaminan dalam akad utang piutang. Dengan hal itu 

para ulama sepakat bahwa hak milik serta hak untuk memanfaatkan 

barang jaminan masih berada pada pihak rahin. Murtahin sebagai 

penerima sanda tidak boleh mengambil manfaat barang sandaan kecuali 

mendapat izin dari rahin. Yang mana barang sanda selain hewan tidak 

boleh dimanfaatkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw sebagai berikut: 

Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur fuqaha bahwa murtahin 

tidak boleh mengambil manfaat barang-barang sandaan tersebut, 

sekalipun rahin mengizinkannya, karena ini termasuk utang yang 

menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba.
176

 

 َٛ ُٙ فَؼَحً فَ ْٕ َِ ًُّ لَشْضٍ جَشَّ   تاٌ )سٚاٖ اداسز تٓ أب أعاِح(سَ  و
Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk 

riba”. (HR. Harust bin Abi Usamah).  

 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap keuntungan 

dalam utang piutang, baik berupa materi atau yang lainnya adalah riba. 

Bukan hanya mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu 

kebaikan dan amal salih, yaitu dengan menganjurkan umatnya untuk 

menunda atau memanfaatkan haknya, Allah Swt. berfirman: 

ْْ وَ  ئِ َٚ ُْ ُ ر ْٕ ْْ وُ ُْ ئِ ْْ ذصََذَّلٌٛاْ خ١َْشٌ ٌَّىُ أَ َٚ ١ْغَشَجٍ  َِ َْ رُٚ ػغُْشَجٍ فَٕظَِشَجٌ ئٌَٝ  ا

 َْ ٛ ُّ  ذؼٍََْ
Dan bila orang yang berutang itu dalam kesusahan, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-

Baqarah: 280) 

 

Islam sebagai ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-
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bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.177 Prinsip 

ditegakkan hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara 

agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini terkait masalah 

muamalah yang perlu diperhatikan lagi supaya tidak menyimpang dari 

hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa‟ ayat 

58: 

 َِ ا اتََْ ْْ ذإَُدُّٚ ُْ اَ شُوُ ُِ َّْ اللَ ٠َأْ ْْ دِ اٌَِ َٕاِ َٓ إٌَّاطِ اَ ُْ ت١َْ ُ ر ّْ ارِاَ دَىَ َٚ ا  َٙ ٍِ ْ٘ َ ٝ ا

 ِٗ ُْ تِ ا ٠ؼَِظُىُ َّّ َّْ اللَ ٔؼِِ ٌْؼَذْيِ  اِ ا تِا ْٛ ُّ ١ؼاً تَص١ِْشًا ذذَْىُ ِّ َْ عَ َّْ اللَ وَا   اِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkam hukum di antara manusia supaya kamu  menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. (Q.S. An-Nisa‟ 4: 58). 

 

Teori akad menurut Djuwaini makna akad secara syar’i yaitu 

hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang 

mempunyai pengaruh secara langsung. Jika terjadi ijab dan qabul dan 

terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara‟ akan menganggap ada 

ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang 

diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat 

akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud 

dengan akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua 

pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu.
178

 

Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang 
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diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan semua ikatan yang tidak 

diperbolehkan syariat seperti jika ada orang berkata: “saya sewa engkau 

untuk membunuh si fulan dengan bayaran begini, atau merusakkan 

tanamannya, atau mencuri harta,” lalu ia menjawab: “saya terima,” maka 

ini tidak boleh dan tidak ada pengaruh dari akad yang dibuat.
179

 Bahwa 

jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti 

ucapan (ijab qabul) atau dengan perbuatan yang dipandang.  

اُٖ تاٌِرَّؼَ  َِ ٌْرضَِ ائِ َِ َٔر١ِْجَرُُٗ  َٚ  ِٓ رؼََا لِذ٠َْ ُّ ٌْ ٌْؼمَْذِسِضَ ا ِٝ ا ًُ ف  الذُِ اتَََْصْ
Artinya: “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah 

pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan 

dalam akad tersebut”. 
  

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus 

didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau 

kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak 

sah.
180

 

Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad 

adalah sebagai berikut: 

1) Barang yang masyru’ (legal); 

2) Objek akad bisa diserahterimakan waktu akad; 

3) Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad; 

4) Objek akad harus ada pada waktu akad.
181

 

 Menurut analisa peneliti dari praktik sanda yang dilakukan di 
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Kecamatan Teluk Sampit barang yang menjadi jaminan adalah milik 

orang lain bukan milik rahin (pemberi sanda) melainkan milik si pemilik 

tanah. Sedangkan di dalam syarat marhun (barang yang disandakan) 

agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, 

baik sebagian maupun seluruhnya). Kemudian pemanfaatan kebun kelapa 

tersebut dilakukan sepenuhnya oleh murtahin (penerima sanda) atas izin 

rahin dan pemilik tanah serta pemanfaatan tanah kebun kelapa tersebut 

disyaratkan di awal akad. Dalam praktek sanda tersebut bertentangan 

dengan hukum Islam. Kebun kelapa yang seharusnya menjadi barang 

jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh pihak murtahin dikelola 

serta mendapatkan hasil dari kebun kelapa tersebut. Berbeda ketika 

barang jaminan itu berupa hewan ternak yang membutuhkan biaya maka 

murtahin berhak ganti rugi atas biaya perawatannya, seperti hadis yang 

sudah dibahas di atas yang menjelaskan tentang objek sanda.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikaitkan dengan teori akad, 

maka praktik sanda tersebut dapat dikatakan sah karena transaksinya ini 

terjadi atas kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, praktik sanda ini 

dalam transaksinya masih masih belum tepat terdapat adanya 

pengambilan manfaat dari hasil kebun sedangkan dalam syarat sanda 

salah satunya shigat akad yang mana tidak boleh  dikaitkan dengan syarat 

tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Adapun agar 

terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat, maka harus 

terpenuhinya rukun dan syarat akad. 



 

    

 

 

Ketentuan larangan berbuat mudarat diterangkan dalam sebuah 

sabda Rasulullah saw:  

ِ صلى الله عليه وسلم  ا لَايَ: لَايَ سَعُٛيُ اَللََّّ َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اَللََّّ ِٓ ػَثَّاطٍ سَضِ ْٓ اتِْ ػَ تََ ضَشَسَ َٚ

تََ ضِشَاسَ  َٚ()ْٗ اجَ َِ  ُٓ اتْ َٚ ذُ,  َّ اُٖ أدَْ َٚ  سَ
Artinya: Dan dari Ibnu Abbas ra. Tidak boleh memudaratkan 

dan tidak boleh dimudaratkan. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa‟id 

al-Khudri, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme transaksi sanda kebun kelapa masyarakat di Kecamatan Teluk 

Sampit dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses 

menyanda hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen 

asli kepemilikan dari pihak pemberi sanda (rahin) yaitu pihak rahin 

mendatangi dan menawarkan kebun kelapanya kepada penerima sanda 

(murtahin) untuk dijadikan barang jaminan dengan maksud untuk 

memperoleh pinjaman sejumlah uang yang diperlukan, dan pertemuan 

tersebut rahin dan murtahin mengadakan kesepakatan atau berakad, dimana 

barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak murtahin. 

Kemudian dalam transaksi tersebut juga tidak diberikannya batas waktu 

dalam pembayaran utang sanda. 

2. Tanggung jawab pembayaran utang dalam penyelesaian sanda tanah oleh 

penggarap didasari karena keadaan ekonomi yang susah, sehingga pihak 

penggarap (pemberi sanda) mengalihkan tanggung jawab kepada pemilik 

tanah. Kemudian penerima sanda atas barang sanda yang mana barang 

sanda perawatannya dilimpahkan ke pemilik tanah sedangkan hasil kebun 

dimanfaatkan sepenuhnya. Seharusnya penerima sanda bertanggung jawab 

atas perawatan kebun seimbang dengan hasil kebun yang dimanfaatkan. 

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada 



 

    

 

subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. 

Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.  

3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah maka mekanisme sanda tanah kebun 

kelapa di Kecamatan Teluk Sampit tidak sempurna atau belum sesuai 

syariat Islam, seluruh pelaksanaan sanda kebun kelapa yang terdapat unsur 

riba dari pemanfaatan atas hasil panen buah kelapa yang disandakan, 

transaksi yang hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada batas waktu 

berakhirnya pelaksanaaan sanda tersebut, sehingga jelas tidak sesuai dengan 

syariat Islam. Jika dilihat dari maslahat dan mafsadatnya dari pelaksanaan 

sanda kebun kelapa tersebut lebih banyak mudharatnya karena ada pihak 

yang dirugikan yaitu pemilik tanah. Sehingga agar terbentuknya suatu akad 

yang sah dan mengikat, maka harus terpenuhinya rukun dan syarat akad.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis sebagai berikut: 

1. Dalam mekanisme transaksi sanda perlu dicatat dan dihadiri saksi dari 

pihak pemerintah Desa dan Tokoh agama atau tokoh masyarakat serta perlu 

diserahkan dokumen asli kepemilikan agar pada saat rahin sudah tidak bisa 

membayar utangnya murtahin bisa menjual barang jaminan tersebut. 

2. Dalam mekanisme sanda hendaknya mengedepankan prinsip ta’awwun 

(tolong-menolong) jangan sampai terabaikan, perlu ditentukan batas waktu 

pengembalian utang, agar transaksi pembayaran utang sanda dalam 

berlarut-larut lamanya dan lebih baik dilakukan oleh pemilik tanahnya 



 

    

 

langsung agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau kerugian salah satu 

pihak.  

3. Perlu pelurusan oleh tokoh agama dan sarjana syariah mengenai mekanisme 

transaksi sanda agar bermuamalah sesuai dengan hukum Islam dan hukum 

positif.  
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